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REPUELIK INDONES

PERATU‘RAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang

Mengingat

a.

S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 101
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
dan ketentuan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta  Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas .
pelaksanaan tugas Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, maka perlu menyempurnakan
organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, ,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral; |
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik-lndones‘ia Nomor 4152);




Memperhatikan :

10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4327);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

| Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959); ‘
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal
3 November 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal
14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal
21 Oktober 2009;

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1296/M.PAN-RB/06/2010
tanggal 15 Juni 2010 hal Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTER!I ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. | |

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan
sumber daya mineral; ‘

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral; : '

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan '

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.




BAB i
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
Inspektorat Jenderal;
Badan Geologi;
Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan;
Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.
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BAB il
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5
(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.




Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;

pembinaan dan pemberian . dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja
sama, dan hubungan masyarakat;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum; ’

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.

® 00O

Biro Perencanaan dan Kerja Sama;

‘Biro Kepegawaian dan Organisasi;

Biro Keuangan;

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyusunan rencana dan program, serta pengelolaan kerja sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro
Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kerja sama,
penyusunan rencana umum, bahan sidang serta rapat koordinasi
Pimpinan;

penyusunan program dan anggaran,




d.
e.

pelaksanaan analisis dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan; dan
pengelolaan kerja sama.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

a.

o 20U

Bagian Perencanaan Umum;
Bagian Program dan Anggaran;
Bagian Analisis dan Evaluasi;
Bagian Kerja Sama; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana umum, bahan sidang serta rapat
koordinasi Pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian
Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan
sidang dan rapat Pimpinan di bidang minyak dan gas bumi, dan
ketenagalistrikan;

. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan

sidang dan rapat Pimpinan di bidang mineral, batubara, energi baru,
terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan

. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum, serta bahan

sidang dan rapat Pimpinan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin,
pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana umum di bidang tugas dukungan administrasi dan/atau teknis
terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:

a.

b.

C.

Subbagian Perencanaan Umum Minyak dan Gas Bumi, dan
Ketenagalistrikan;

Subbagian Perencanaan Umum Mineral, Batubara, Energi Baruy,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan

Subbagian Perencanaan Umum Penunjang.




Pasal 15

(1) Subbagian Perencanaan Umum Minyak dan Gas Bumi, dan
Ketenagalistikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan menengah, -
bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di bidang minyak dan gas
bumi, dan ketenagalistrikan.

(2) Subbagian Perencanaan Umum Mineral, Batubara, Energi Baru,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka
panjang dan menengah, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di
bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan, konservasi energi, dan
geologi.

(3) Subbagian Perencanaan Umum Penunjang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang
dan menengah, bahan sidang serta rapat koordinasi Pimpinan di bidang
tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas serta
penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang dan
menengah di bidang tugas- dukungan administrasi dan/atau teknis
terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan sumber daya
mineral, serta urusan tata usaha Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 16
Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

. Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian

Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: .

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Badan Geologi;
dan ‘

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Informasi
Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengelolaan Barang Milik
Negara, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.




Pasal 18
Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, dan
Ketenagalistrikan;
b. Subbagian Program dan Anggaran Mineral, Batubara, Energi Baru,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
c. Subbagian Program dan Anggaran Penunjang.

Pasal 19
(1) Subbagian Program dan Anggaran Minyak dan Gas Bumi, dan
~ Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran lingkup Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan.

(2) Subbagian Program dan Anggaran Mineral, Batubara, Energi Baru,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat
Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta Badan
Geologi.

(3) Subbagian Program dan Anggaran Penunjang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan
‘Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan
Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data
dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengelolaan
Barang Milik Negara serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 20
Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan
penyiapan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan.

Pasal 21 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian

Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta
penyusunan laporan di bidang minyak dan gas bumi, dan
ketenagalistrikan,




b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta
penyusunan laporan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan,
konservasi energi, dan geologi; dan

c. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta
penyusunan laporan di bidang tugas unsur pembantu pemimpin,
pendukung, dan pengawas serta penyiapan bahan koordinasi
penyusunan rencana umum di bidang tugas dukungan administrasi
dan/atau teknis terhadap lembaga nonstruktural di bidang energi dan
sumber daya mineral. '

Pasal 22
Bagian Analisis dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, dan
Ketenagalistrikan; ' ‘
b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Mineral, Batubara, Energi Baru,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi; dan
c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang.

Pasal 23

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi, dan
Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan
bahan evaluasi kinerja serta penyusUnan laporan di bidang minyak dan
gas bumi, dan ketenagalistrikan. ,

(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Mineral, Batubara, Energi Baru,
Terbarukan, Konservasi Energi, dan Geologi mempunyai tugas
melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta
penyusunan laporan di bidang mineral, batubara, energi baru, terbarukan,
konservasi energi, dan geologi.

(3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang mempunyai tugas melakukan
analisis dan penyiapan bahan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan
di bidang tugas unsur pembantu pemimpin, pendukung, dan pengawas
serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum di bidang
tugas dukungah administrasi dan/atau teknis terhadap Ilembaga
nonstruktural di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 24
Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan
kerja sama.
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Pasal 25 ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian
Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup bilateral;
b. penyiapan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral dan
regional; dan
c. penyiapan pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Pasal 26
Bagian Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Kerja Sama Bilateral;
b. Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional; dan
c. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 27

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup bilateral.

(2) Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup
multilateral dan regional.

(3) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 28
Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian dan
penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro
Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria
pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan
~ pengembangan pegawali,
d. pelaksanaan mutasi pegawai,
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e. penilaian kinerja, disiplin dan pengelolaan sistem informasi pegawai, serta
dokumentasi tata naskah pegawai; dan
f. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengembangan jabatan.

Pasal 30
Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
Bagian Mutasi Pegawai;
Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai;
Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

P Q00T

Pasal 31
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan penyusunan rencana, pengadaan,
pengangkatan, penempatan, dan pengembangan pegawai.

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian
Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana, pengadaan,
pengangkatan, dan penempatan pegawai;
b. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan karir pegawai;
dan
c. penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai.

Pasal 33
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
b. Subbagian Program Pengembangan Karir Pegawai; dan
c. Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pasal 34

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan rencana,
pengadaan, pengangkatan, dan penempatan pegawai.

(2) Subbagian Program Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan karir
pegawai. '

(3) Subbagian Pengembangan Kompetensi Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai.
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Pasal 35
Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan pengelolaan mutasi pegawai.

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian
Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kepangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan; dan
c. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 37
Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai;
b. Subbagian Mutasi Jabatan; dan
c. Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 38

(1) Subbagian Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengelolaan kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

(2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan dan pengelolaan mutasi jabatan.

(3) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 39
Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan pengelolaan penilaian = kinerja, disiplin,
kesejahteraan, serta sistem informasi pegawai dan dokumentasi tata naskah
pegawai.

Pasal 40 ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian
Kinerja dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi: |
a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja pegawai;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan disiplin dan kesejahteraan
pegawai; dan
c. pengelolaan data dan.informasi, dokumentasi tata naskah kepegawaian
serta urusan tata usaha Biro Kepegawaian dan Organisasi.
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Pasal 41
Bagian Kinerja dan Informasi Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Kinerja Pegawai;
b. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; dan
¢. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 42
(1) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan dan pengelolaan penilaian kinerja pegawai.
(2) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengel_olaan disiplin dan

kesejahteraan pegawai.

(3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi tata naskah
kepegawaian serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 43
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta
pengembangan jabatan.

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian
Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;
b. penyiapan bahan pembinaan dan penataan ketatalaksanaan; dan
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan jabatan.

Pasal 45
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Subbagian Kelembagaan;
b. Subbagian Tata Laksana; dan
¢. Subbagian Pengembangan Jabatan.

Pasal 46
(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan dan penataan kelembagaan.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan dan penataan ketatalaksanaan.
(3) Subbagian Pengembangan Jabatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan jabatan.
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Bagian Kelima
Biro Keuangan

Pasal 47 .
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro
Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan;
pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan;
pelaksanaan administrasi anggaran belanja;
pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan; dan
pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

© oo o

Pasal 49
Biro Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Anggaran Pendapatan;
Bagian Anggaran Belanja;
Bagian Perbendaharaan;
Bagian Akuntansi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

® o0 o

Pasal 50
Bagian Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan.

Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian
Anggaran Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan;
b. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran

pendapatan; dan
c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan.

Pasal 52
Bagian Anggaran Pendapatan terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan;
b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; dan
c. Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan.
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Pasal 53

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas

 melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran
pendapatan. |

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan
pelaksanaan anggaran pendapatan.

(3) Subbagian Evaluasi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan

- penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, serta
urusan tata usaha Biro Keuangan.

Pasal 54 _
Bagian Anggaran Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran belanja.

Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian
Anggaran Belanja menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran belanja;
b. penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran
belanja; dan :
c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 56
Bagian Anggaran Belanja terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Anggaran Belanja;
'b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran Belanja; dan
c. Subbagian Evaluasi Anggaran Belanja.

Pasal 57

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan anggaran belanja.

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan anggaran
belanja.

(3) Subbagian Evaluasi Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 58
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan.
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Pasal 59
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: ' '
a. pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Sekretariat Jenderal;
b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan Unit Utama; dan
c. penyiapan pelaksanaan administrasi perbendaharaan.

Pasal 60
Bagian Perbendaharaan terdiri atas: 4
a. Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal;
b. Subbagian Perbendaharaan Unit Utama; dan
c. Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan.

Pasal 61

(1) Subbagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Sekretariat
Jenderal.

(2) Subbagian Perbendaharaan Unit Utama mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan pengelolaan kas
bendaharawan, rekening, piutang, hutang, dan hibah Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. .

(3) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi penyelesaian kerugian negara,
tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pengendalian sistem
pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan
perbendaharaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 62
Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan
dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,

Pasal 63
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian
Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran
pendapatan; N
b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran
belanja; dan
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
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Pasal 64
Bagian Akuntansi terdiri atas:
a. Subbagian Akuntansi Anggaran Pendapatan;
b. Subbagian Akuntansi Anggaran Belanja; dan
c. Subbagian Laporan Keuangan.

Pasal 65

(1) Subbagian Akuntansi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi
anggaran pendapatan.

(2) Subbagian Akuntansi Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi anggaran
belanja.

(3) Subbagian Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan
laporan keuangan.

Bagian Keenam
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 66
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan
hukum, bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro
Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:.
a. koordinasi pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan,
penelaahan dan pertimbangan hukum, bantuan hukum dan hubungan
masyarakat;
penyusunan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan penelaahan dan pertimbangan hukum;
pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 68
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
Bagian Penelaahan Hukum;
Bagian Bantuan Hukum;
Bagian Hubungan Masyarakat; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

LIRS IR




-18-

Pasal 69 A
Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang minyak dan gas bumi;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang mineral, batubara, dan geologi.

_ Pasal 71
Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi; ‘
b. Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

c. Subbagian Perundang-undangan Mineral, Batubara, dan Geologi.

Pasal 72
(1) Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan, - Energi Baru,-‘

Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi.

(3) Subbagian Perundang-undangan Mineral, Batubara, dan Geologi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara,
dan geologi.

Pasal 73
Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

‘koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum.
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Pasal 74
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian
Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi: ‘
a. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang
minyak dan gas bumi; '
b. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

c. penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang
mineral, batubara dan geologi.

Pasal 75
Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi;

b. Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan

c. Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi.

v , Pasal 76

(1) Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum
di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(3) Subbagian Penelahaan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penelaahan dan
pertimbangan hukum di bidang mineral, batubara dan geologi.

Pasal 77

Bagian Bantuan Hukum mempunyai fugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pemberian bantuan hukum.
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_ , Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian

Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang
minyak dan gas bumi;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang
mineral,.batubara dan geologi.

Pasal 79
Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi;

b. Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi; dan

c. Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi.

Pasal 80
(1) Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum di
bidang minyak dan gas bumi. :
(2) Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,

dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan pemberian bantuan hukum di bidang ketenagalistrikan,
energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(3) Subbagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara, dan Geologi mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan
hukum di bidang mineral, batubara dan geologi. ”

Pasal 81

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian
Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan
kelembagaan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan hubungan |
media; dan

c. pelaksanaan dokumentasi dan penyiapan bahan publikasi.
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Pasal 83
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Hubungan Kelembagaan;
b. Subbagian Peliputan dan Hubungan Media; dan
c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 84

(1) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan
koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan, serta
urusan tata usaha Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Subbagian Peliputan dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan peliputan dan hubungan
media.

(3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan dokumentasi dan penyiapan bahan publikasi.

‘Bagian Ketujuh
Biro Umum

Pasal 85
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, dan
kerumahtanggaan.

Pasal 86
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyiapan pembinaan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan, keprotokolan, perlengkapan, kerumahtanggaan,’
kearsipan dan dokumentasi;

b. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;

pelaksanaan urusan keprotokolan;

d. pelaksanaan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, serta pengelolaan perlengkapan Sekretariat
Jenderal; dan

e. pengelolaan urusan kerumahtanggaan.

o

Pasal 87
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan,
b. Bagian Protokol;
c. Bagian Perlengkapan;
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d. Bagian Rumah Tangga; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88
Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan
kearsipan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian

Tata Usaha dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan tata usaha Menteri;

b. pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, serta penyiapan
bahan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. pengelolaan urusan tata usaha Staf Ahli; dan

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 90
Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
d. Subbagian Kearsipan.

Pasal 91
4)) Subbaglan Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan tata usaha Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, serta penyiapan
- bahan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha Kementerian
‘Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan tata usaha para Staf Ahli.
(4) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Pasal 92
Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemblnaan dan
pelaksanaan urusan keprotokolan.
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Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian

Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri Energi dan'Sumber'Daya
Mineral; |

b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pelaksanaan
keprotokolan Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan penatausahaan perjalanan Pimpinan.

Pasal 94
Bagian Protokol terdiri atas:
a. Subbagian Protokol Menteri;
b. Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal; dan
c. Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan.

Pasal 95

(1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan
keprotokolan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal melakukan penyiapan
pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian, serta
pelaksanaan keprotokolan Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Penatausahaan Perjalanan Pimpinan mempunyai tugas
melakukan penatausahaan perjalanan Pimpinan.

Pasal 96
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan standardisasi sarana
dan prasarana Kementerian Energi dan Sumber Daya - Mineral, serta
pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian

Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan
Sekretariat Jenderal;

b. pengelolaan barang inventaris Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan distribusi dan pelaporan barang inventaris Sekretanat
Jenderal.
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Pasal 98
Bagian Perlengkapan terdiri atas:
a. Subbagian Rencana Kebutuhan;
b. Subbagian Pengelolaan Inventaris; dan
c. Subbagian Distribusi dan Pelaporan.

Pasal 99

(1) Subbagian Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan
penyusunan standardisasi sarana dan prasarana Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan
Sekretariat Jenderal.

(2) Subbagian Pengelolaan Inventaris mempunyai tugas melakukan
pengelolaan barang inventaris Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Distribusi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan distribusi dan pelaporan barang inventaris Sekretariat
Jenderal.

Pasal 100
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal. |

Pasal 101 _

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100,

Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri;

b. penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaksanaan kerumahtanggaan
Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

: Pasal 102
Bagian Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Rumah Tangga Menteri;

b. Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal; dan
c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 103
(1) Subbagian Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan urusan
kerumahtanggaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.




(2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
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melakukan penyiapan bahan pembinaan urusan kerumahtanggaan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaksanaan
kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian. Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan
pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

(M

@)

(1)

()

(3)

@

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro dan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
Kelompok Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

~ undangan.

Pasal 105
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional
tertentu yang terbagi ke dalam berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.

Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 106

(1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
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(2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur
Jenderal.. ‘

Pasal 107
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan
gas bumi.

: Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan
gas bumi;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi;
dan ;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 109
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

T Q0 U

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 110
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi.
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Pasal 111 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110,

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi; |

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; :

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan
masyarakat; dan , ' '

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana. '

Pasal 112
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
Bagian Keuangan;
Bagian Hukum;
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

® a0 o

‘ Pasal 113
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 114
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113,
Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran,
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas
kinerja.
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Pasal 115
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 116

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan .
bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 117
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 118
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

, Pasal 119
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

, Pasal 120 :

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan. v
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan

administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.
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 Pasal 121
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan
pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121,
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan
peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama;
penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan
masyarakat.

Pasal 123
Bagian Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; .
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 124

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemberian pertimbangan hukum.

(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 125
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan
kepegawaian.

Pasal 126 ;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125,
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; '
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
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Pasal 127
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 128
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
ketatausahaan.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga. '
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Pasal 129
Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan. kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 129, Direktorat

Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program,
pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi
dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program,
pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi
dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi;

¢. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan program, pengembangan investasi, penerimaan negara,
pemberdayaan potensi dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas
b'umi; dan |

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan program,
pengembangan investasi, penerimaan negara, pemberdayaan potensi
dalam negeri, dan kerja sama minyak dan gas bumi.
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Pasal 131

-Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi;

b. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi;

¢. Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi;

d. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas

Bumi; '

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

o0

Pasal 132
Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang penyiapan program, rencana strategis,
pengembangan, dan »pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Subdirektorat

Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
‘norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan program pengembangan minyak dan gas
bumti; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan program pemanfaatan minyak dan gas
bumi.

Pasal 134
Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 135
(1) Seksi Penyiapan Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program
pengembangan minyak dan gas bumi.
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(2) Seksi Penyiapan Program Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program
pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Pasal 136
Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengembangan investasi minyak dan gas bumi.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Subdirektorat

Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hulu minyak dan gas
bumi; dan '

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengembangan investasi usaha hilir minyak dan gas
bumi.

Pasal 138 :
Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 139

(1)Seksu Pengembangan Investasi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bndang pengembangan
investasi usaha hulu minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan
investasi usaha hilir minyak dan gas bumi.
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Pasal 140
Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang penerimaan negara minyak dan gas bumi.

Pasal 141 ,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Subdirektorat

Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan penerimaan negara dan bagi hasil
minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perhitungan penerimaan negara dan bagi hasil minyak
dan gas bumi.

Pasal 142 A
Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi.

, Pasal 143

(1) Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi
‘mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyuSUnan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan
penerimaan negara dan bagi hasil minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai

| tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhitungan penerimaan negara
dan bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pasal 144
Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan potensi dalam negeri
minyak dan gas bumi.
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Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 144, Subdirektorat

Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi

menyelenggarakan fungsi: ' |

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang rencana penggunaan barang operasi minyak dan gas
bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak dan gas
bumi.

Pasal 146
Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi
terdiri atas:
a. Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 147

(1) Seksi Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan barang
operasi minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang rencana penggunaan tenaga kerja minyak
dan gas bumi.

Pasal 148
Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang program kerja sama minyak dan gas bumi.
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Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 148, Subdirektorat

Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan. kriteria, serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri minyak

dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang program kerja sama muitilateral dan regional minyak .

dan gas bumi.

Pasal 150
Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 151
(1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama
bilateral dan dalam negeri minyak dan gas bumi. :
(2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugés melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama
multilateral dan regional minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima :
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 152
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.
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Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 152, Direktorat
Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja,
penilaian pengembangan wusaha, dan pengawasan eksplorasi,
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non
konvensional;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah
kerja, penilaian pengembangan usaha, dan pengawasan eksplorasi,
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan non
konvensional; v |
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan
pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi
konvensional dan non konvensional; dan

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengembangan wilayah kerja, penilaian pengembangan usaha, dan
pengawasan eksplorasi, pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi
konvensional dan non konvensional. '

Pasal 154

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a.

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Konvensional;
Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;

. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi;

Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non
Konvensional; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah kerja
minyak dan gas bumi konvensional.
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Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155,

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Mmyak dan Gas Bumi

Konvensional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi
konvensional; dan |

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi
konvensional.

Pasal 157
“Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Konvensional terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

, Pasal 158

(1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja mlnyak dan gas
bumi konvensional.

(2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perdmusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas
bumi konvensional.

Pasal 159
Subdwektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi.
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Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Subdirektorat

Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyuéunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi usaha eksplorasi.

Pasal 161
Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.

_ Pasal 162

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi
minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan
evaluasi usaha eksplorasi.

; ; Pasal 163
Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan | kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian pengembangan usaha hulu
minyak dan gas bumi. '

‘ Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163,

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penilaian kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penilaian rencana pengembangan lapangan minyak
dan gas bumi.

Pasal 165

-Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

terdiri atas: _

a. Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas
Bumi. ' :

Pasal 166
(1) Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai
‘tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian kontrak kerja sama
minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas

Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian rencana
pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Pasal 167
Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 168 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 167, Subdirektorat’
Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

~ a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang cadangan dan pelayanan usaha eksploitasi minyak dan
gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang produksi dan pemantauan usaha eksploitasi minyak
dan gas bumi.
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Pasal 169
Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 170

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cadangan dan pelayanan usaha
eksploitasi minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis evaluasi di bidang produksi dan pemantauan usaha
eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 171
Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non
Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wilayah kerja
minyak dan gas bumi non konvensional.

Pasal 172 _

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171,

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non

Konvensional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, Aprosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi non
konvensional; dan ‘

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

. norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi non
konvensional. '
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, Pasal 173
Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non
Konvensional terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
dan
b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Pasal 174

(1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan wilayah
kerja minyak dan gas bumi non konvensional.

(2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penawaran wilayah
kerja minyak dan gas bumi non konvensional.

Bagian Keenam
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 175
‘Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi.

: Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Direktorat

Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan
dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan
bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi; '

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan
dan penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi, harga dan subsidi bahan
bakar, serta niaga bahan bakar non minyak dan gas bumi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas
bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non
minyak dan gas bumi; dan
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d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, niaga minyak dan gas
bumi, harga dan subsidi bahan bakar, serta niaga bahan bakar non
minyak dan gas bumi.

Pasal 177
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar: dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 178 ,
Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan
hidrokarbon lainnya serta pelumas.

Pasal 179
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178,
~ Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan hidrokarbon
lainnya; dan .
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

. Pasal 180
Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas; dan
-~ b. Seksi Pengolahan Gas Bumi.
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Pasal 181

(1) Seksi Pengolahan Minyak Bumi dan Pelumas mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi pengolahan minyak bumi, hasil olahan, pelumas dan
hidrokarbon lainnya. ' ‘

(2) Seksi Pengolahan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi

~ pengolahan gas bumi, hasil olahan, dan hidrokarbon lainnya.

Pasal 182 ,
Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan = penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis

dan evaluasi di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

. Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182,

Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan
hasil olahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil
olahan. ’

Pasal 184
Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pengangkutan Minyak Bumi; dan
b. Seksi Pengangkutan Gas Bumi.

Pasal 185 ,
(1) Seksi Pengangkutan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan-

evaluasi di bidang pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan
hasil olahan.
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(2) Seksi Pengangkutan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pengangkutan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 186
Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang penyimpanan minyak dan gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186,

Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan
hasil olahan; dan ' ,

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil
olahan.

. Pasal 188
Subdirektorat Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Penyimpanan Minyak Bumi; dan
b. Seksi Penyimpanan Gas Bumi.

Pasal 189

(1) Seksi Penyimpanan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyimpanan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan
hasil olahan.

(2) Seksi Penyimpanan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang penyimpanan gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.
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_ Pasal 190
Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
niaga minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan hasil
olahan.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190,

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil
olahan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang niaga gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 192
Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Niaga Minyak Bumi; dan
b. Seksi Niaga Gas Bumi.

Pasal 193

(1) Seksi Niaga Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
niaga minyak bumi, bahan bakar minyak, dan hasil olahan. .

(2) Seksi Niaga Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis evaluasi di bidang niaga
gas bumi, bahan bakar gas, dan hasil olahan.

Pasal 194
Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi harga, alokasi, dan besaran subsidi bahan bakar dan Liquified
Petroleum Gas (LPG).
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Pasal 195
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194,
Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi harga serta alokasi bahan bakar dan LPG; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi perhitungan subsidi bahan bakar dan LPG.

Pasal 196
Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar terdiri atas:
a. Seksi Harga Bahan Bakar; dan
b. Seksi Subsidi Bahan Bakar.

Pasal 197

(1) Seksi Harga Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi
harga serta alokasi bahan bakar dan LPG.

(2) Seksi Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi
perhitungan subsidi bahan bakar dan LPG.

Bagian Ketujuh
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 198
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan migas dan usaha
penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 199 .
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 198, Direktorat
Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan
lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang
minyak dan gas bumi;




-47-

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan dan
lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang
minyak dan gas bumi;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan
hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
standardisasi, keteknikan dan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan
hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan

e. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 200
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi;
b. Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi;
Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi;
Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 201
Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
‘penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi minyak dan gas bumi.

. Pasal 202
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201,
Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi hulu minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi hilir minyak dan gas bumi.
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Pasal 203
Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas
Bumi; dan
b. Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas
Bumi.

Pasal 204

(1) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas
Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bldang standardisasi hulu
minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas
Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi hilir
minyak dan gas bumi.

Pasal 205
‘Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan ‘ perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan keselamatan
lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205,

Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas

Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keteknikan minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi.

Pasal 207
Subdirektorat Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas
Bumi terdiri atas:
a. Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
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Pasal 208

(1) Seksi Keteknikan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keteknikan minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Keselamatan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang keselamatan lingkungan minyak dan gas
bumi. ‘

Pasal 209
Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak
~dan gas bumi.

Pasal 210
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209,
Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
- norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hulu minyak dan gas
bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

. Pasal 211
Subdirektorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 212
(1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hulu Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan
pekerja dan umum hulu minyak dan gas bumi.
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(2) Seksi Keselamatan Instalasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hulu
minyak dan gas bumi. '

Pasal 213
Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hilir minyak dan
gas bumi.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,

Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

- evaluasi di bidang keselamatan pekerja dan umum hilir minyak dan gas
bumi; dan ’

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 215 _
Subdirektorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 216

(1) Seksi Keselamatan Pekerja dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan
pekerja dan umum hilir minyak dan gas bumi.

(2) Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang keselamatan instalasi hilir minyak dan gas
bumi.
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Pasal 217
Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 218 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217,
Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan
fungsi: ~
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, 'prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 219
Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 220

(1) Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hulu minyak dan gas
bumi.

(2) Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai-tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang usaha penunjang hilir minyak dan gas bumi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 221
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 222

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional
tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

' BAB YV
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 223 _
(1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 224
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 225
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
ketenagalistrikan,
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 226
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pasal 227
Sekretariat - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

. Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227,

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan
masyarakat; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana. :

Pasal 229
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
Bagian Keuangan;
Bagian Hukum;
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

® o0
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Pasal 230
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyuéunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 231 .
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230,
Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran; _
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas
kinerja.

Pasal 232
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 233

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran.

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.

Pasal 234
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 235
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
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Pasal 236
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
¢. Subbagian Akuntansi.
Pasal 237

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan.

(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi barang milik negara. |

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.

Pasal 238
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan
pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

_ Pasal 239
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238,
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan
‘peraturan perundang-undangan; ,
penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
.. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan
masyarakat. ‘

Pasal 240
Bagian Hukum terdiri atas :
a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 241
(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
- tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan

perancangan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemberian pertimbangan hukum.

(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.
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Pasal 242
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan
kepegawaian.

Pasal 243 _. ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242,
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 244
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 245 _
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
ketatausahaan.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana. '

‘Bagian Keempat
‘Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Pasal 246 v
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. '

Pasal 247
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246,
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga
listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama
ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal
pemerintah, serta listrik perdesaan;,
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga
listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama
ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal
pemerintah, serta listrik perdesaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik,
kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan
modal pemerintah, serta listrik perdesaan; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan
program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama
ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal
pemerintah, serta listrik perdesaan.

Pasal 248
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik;
b. Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik;
c. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan,; | .
d. Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal
Pemerintah;
e. Subdirektorat Listrik Perdesaan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

~h

Pasal 249
Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang penyiapan program, rencana strategis,
pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 250 ,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249,

Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi.di bidang penyiapan program pembangkitan tenaga listrik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan program penyaluran tenaga listrik. ’
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. Pasal 251
Subdirektorat Penyiapan Program Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Program Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Penyiapan Program Penyaluran Tenaga Listrik.

Pasal 252

(1) Seksi Penyiapan Program Pembangkitan Tenaga Listrik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program pembangkitan tenaga
listrik. ,

(2) Seksi Penyiapan Program Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program penyaluran tenaga
listrik.

Pasal 253
Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang program investasi dan pendanaan tenaga listrik.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253,

Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program investasi tenaga listrik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program pendanaan tenaga listrik.

. Pasal 265
Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi investasi Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Pendanaan Tenaga Listrik.
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Pasal 256

(1) Seksi Investasi Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan -pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang program investasi tenaga listrik.

(2) Seksi Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di

~ bidang program pendanaan tenaga listrik.

Pasal 257
Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
program kerja sama ketenagalistrikan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257,

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam negeri; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional.

Pasal 259
Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri: dan
b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional.

, Pasal 260

(1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang program kerja sama bilateral dan dalam
negeri. ‘

(2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program kerja sama multilateral dan regional.
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Pasal 261
Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi ketenagalistrikan dan
penyertaan modal pemerintah.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261,

Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang informasi ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyertaan modal pemerintah.

Pasal 263
Subdirektorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemermtah
terdiri atas :

a. Seksi Informasi Ketenagalistrikan; dan

‘b. Seksi Penyertaan Modal Pemerintah.

Pasal 264

(1) Seksi Informasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di ‘
- bidang informasi ketenagalistrikan.

(2) Seksi Penyertaan Modal Pemerintah mempunyai tugas melakukan
‘penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyertaan modal pemerintah.

 Pasal 265
Subdirektorat Listrik Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

~ perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengembangan listrik perdesaan.
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Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265,

Subdirektorat Listrik Perdesaan menyelenggarakan fungsi: .

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
program pengembangan listrik perdesaan; dan

-b. penyiapan bahan perumusan dan ‘pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pendanaan pengembangan listrik perdesaan.

Pasal 267
Subdirektorat Listrik Perdesaan terdiri atas:
a. Seksi Program Listrik Perdesaan; dan
b. Seksi Pendanaan Listrik Perdesaan.

Pasal 268

(1) Seksi Program Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program:
pengembangan listrik perdesaan. '

(2) Seksi Pendanaan Listrik Perdesaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pendanaan pengembangan listrik perdesaan.

Bagian Kelima
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pasal 269
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, -
standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pembinaan penguséhaan ketenagalistrikan.

v Pasal 270 _
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269,
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan,
pelayanan usaha tenaga listrik. harga dan subsidi listrik, hubungan
komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan,
pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan
komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan
subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan
konsumen listrik; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan
subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan
konsumen listrik. '

Pasal 271
- Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:
Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik;
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik;
Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik;
Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik;
Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

"0 Qo0 T

Pasal 272
Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan usaha tenaga listrik.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272,

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan wilayah usaha
dan pengembangan usaha; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, efisiensi dan transparansi
usaha.
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, Pasal 274
Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi Pengaturan Usaha Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik.

Pasal 275

(1) Seksi Pengaturan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan wilayah usaha
dan pengembangan usaha. ’

(2) Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, efisiensi dan transparansi
usaha.

Pasal 276
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pelayanan dan bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 277 v
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276,
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik
menyelenggarakan fungsi: : ,
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
- evaluasi di bidang pelayanan usaha tenaga listrik; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 278
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
b. Seksi Bimbingan Usaha.
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Pasal 279

(1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pelayanan usaha tenaga listrik.

(2) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
bimbingan usaha tenaga listrik.

Pasal 280
Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
harga dan subsidi listrik.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,

Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

’ norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi listrik. '

Pasal 282
Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik terdiri atas:
a. Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi.

Pasal 283

(1) Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.

(2) Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang tarif tenaga listrik dan subsidi listrik.
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Pasal 284
Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan‘teknis‘
dan evaluasi di bidang hubungan komersial tenaga listrik.

Pasal 285
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284,
Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi hubungan komersial tenaga listrik; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan tenaga listrik.

Pasal 286
Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial; dan
b. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 287

(1) Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi hubungan komersial tenaga listrik.

(2) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan tenaga listrik.

Pasal 288
Subdirektorat  Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pényusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang perlindungan konsumen listrik.
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_ Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288,

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan aturan perlindungan konsumen listrik; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbing'an teknis. dan
evaluasi di bidang pengawasan perlindungan konsumen listrik, serta mutu
pelayanan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 290
Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik; dan
b. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik.

, Pasal 291
(1) Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai
~ tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,. standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan aturan perlindungan
konsumen listrik.

(2) Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan perlindungan konsumen
listrik, serta mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik.

Bagian Keenam
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pasal 292
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga
teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan
lingkungan tenaga listrik.
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Pasal 293
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 292,
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik
dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan,
serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik

dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan,
serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardiéasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha
penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di

~ bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan
usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga
listrik; dan

e. penyiapan pembinaan teknis jabatan  fungsional Inspektur
Ketenagalistrikan.

Pasal 294
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:
Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan;
Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik;
Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

-0 o0 T

Pasal 295
Subdirektorat  Standardisasi = Ketenagalistrikan  mempunyai  tugas
‘melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis,’

evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan.

Pasal 296
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295,
Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan; dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan standardisasi ketenagalistrikan.

_ Pasal 297
Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan.

Pasal 298

(1) Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang perumusan standardisasi ketenagalistrikan.

(2) Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan standardisasi
ketenagalistrikan.

Pasal 299
Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelaikan teknik dan keselamatan
ketenagalistrikan. ‘

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299,

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan ketenagalistrikan.
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Pasal 301
Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri
atas: | ‘
a. Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 302

(1) Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang kelaikan teknik ketenagalistrikan. |

(2) Seksi Keselamatan Ketenagalistikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 303
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan tenaga listrik.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303,

‘Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik menyelenggarakan

fungsi: '

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan pembangkitan tenaga Vlistrik‘;
dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan penyaluran tenaga listrik.-

Pasal 305
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik terdiri atas:
a. Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik.
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Pasal 306

(1) Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik- mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan
pembangkitan tenaga listrik.

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan
penyaluran tenaga listrik.

Pasal 307
Subdirektorat. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai ‘tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307,

Subdirektorat Tenaga Teknik _Ketenagal'istrikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penyiapan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
dan '

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 309
Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
'b. Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 310
(1) Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan
 kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
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(2) Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pverumusan dan pelaksanaan kebijékan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan tenaga teknik
ketenagalistrikan.

Pasal 311
Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 312
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311,
Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha penunjang ketenagalistrikan; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pasal 313
Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan.

Pasal 314

(1) Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas

- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha penunjang
ketenagalistrikan.

(2) Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha penunjang
ketenagalistrikan. '
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 315
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal
- Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing- masmg berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 316

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional

 tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vi
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

. Pasal 317
(1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 318
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan
batubara.
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Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan
batubara; .

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara;
dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Bagian Kedua
~ Susunan Organisasi

Pasal 320
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara; dan
e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pasal 321 ,
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara. : '

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321,

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
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d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan
masyarakat; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

, Pasal 323
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
Bagian Keuangan;
Bagian Hukum;
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

©®ao0vo

Pasal 324
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 325
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324,
Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan. bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran;
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan

c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas
kinerja.

Pasal 326
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 327

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran. o

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja.
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Pasal 328
‘Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 329
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: '
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 330
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi. |

Pasal 331
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi barang milik negara. |
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan. |

, Pasal 332

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan
pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 333
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332,
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan
peraturan perundang- undangan"
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan
masyarakat.
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Pasal 334
Bagian Hukum terdiri atas: ‘
a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 335

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemberian pertimbangan hukum.

(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 336
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan
kepegawaian. '

Pasal 337
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336,
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 338
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian. '

Pasal 339

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan

ketatausahaan.

(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
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‘Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Pasal 340

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

‘standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340,
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan
fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang program, pengembangan
investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan,
perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral
dan batubara; |
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pengembangan
investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan,
perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan negara mineral
dan batubara;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
program, -pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan
p'roduksi dan pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta
penerimaan negara mineral dan batubara; dan

. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program,

pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan
pemanfaatan, perencanaan wilayah dan informasi, serta penerimaan
negara mineral dan batubara.

Pasal 342

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:

a.
b.

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara,;
Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan

Batubara; .
Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan

Batubara;
Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan informasi Mineral dan Batubara;

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 343
Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang program mineral dan batubara.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343,

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan

fungsi: '

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program batubara. '

Pasal 345
Subdirektorat Penyiapan Program Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Program Mineral; dan
b. Seksi Penyiapan Program Batubara.

Pasal 346

(1) Seksi Penyiapan Program Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusuhan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program mineral.

(2) Seksi Penyiapan Program Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang program batubara. ‘

Pasal 347
Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan
Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi dan
kerja sama mineral dan batubara.




-79-

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347,

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan

Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan,

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama mineral;

dan '

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengembangan investasi, infrastruktur pertambangan,
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama
batubara.

Pasal 349
S_ubdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan
Batubara terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral; dan
b. Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara.

Pasa_l 350

(1) Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi,
infrastruktur  pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat dan kerja sama mineral. '

(2) Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan investasi,
infrastruktur  pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat dan kerja sama batubara.

. Pasal 351 ,
Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan produksi dan
pemanfaatan mineral dan batubara.
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Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351,

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan produksi mineral dan batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 353
Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara; dan
b. Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara.

Pasal 354

(1) Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang perencanaan produksi mineral dan
batubara.

(2) Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 355 .
Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan
dan pengelolaan informasi mineral dan batubara.

Pasal 356
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355,
Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan; dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 357
Subdirektorat Perencanaan Wilayah dan Informasi Mineral dan Batubara
terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan; dan
b. Seksi Informasi Mineral dan Batubara.

Pasal 358

(1) Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan wilayah pertambangan.

(2) Seksi Informasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 359
Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
penerimaan negara mineral dan batubara.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 359, Subdirektorat

Penerimaan Negara Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerimaan negara mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

Pasal 361
Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Penerimaan Negara Mineral; dan
b. Seksi Penerimaan Negara Batubara.
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Pasal 362

(1) Seksi Penerimaan Negara Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerimaan negara mineral.

(2) Seksi Penerimaan Negara Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerimaan negara batubara.

Bagian Kelima
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Pasal 363
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan mineral.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 363, Direktorat

Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan fungsi: | |

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha,
pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan
pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral,

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha,
pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan
pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial mineral;

c. pényiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pelayanan usaha, pengawasan usaha ekspiorasi, pengawasan usaha
operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan
komersial mineral; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan
usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi
produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial
mineral.
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_ Pasal 365

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas:

a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral;

b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral;

c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
Mineral;

d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral;
Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral; dan

f. Kelompok Jabatan Funsgional.

Pasal 366
Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pelayanan usaha mineral.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366,

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.

Pasal 368
Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral; dan
b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral.

Pasal 369

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi mineral.

(2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

' penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi mineral.
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Pasal 370
Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengawasan usaha eksplorasi mineral.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370,

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
-norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi
mineral; dan ,

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 372
Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral; dan
b. Seksi Pehgawasan Kelayakan Usaha Mineral.

: Pasal 373

(1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan
penyelidikan umum dan eksplorasi mineral.

(2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha mineral.

Pasal 374
Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi
dan pemasaran mineral.
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Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374,

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 376
Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral
terdiri atas: |
a. Seksi Pengawasah Usaha Operasi Produksi Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral.

Pasal 377

(1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas
relakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi
mineral.

(2) Seksi Pengawasan Pemasaran Mineral mempunyai tugas rnelakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan pemasaran mineral.

Pasal 378
Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
bimbingan usaha mineral.

Pasal 379
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378,
Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha mineral; dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral.

Pasal 380
Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral terdiri atas:
a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral; dan
b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral.

_ | Pasal 381

(1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha mineral.

(2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Mineral
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan
pengelolaan barang operasi usaha mineral.

, Pasal 382

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
hubungan komersial mineral.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382,

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 384
Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral terdiri atas:
a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Pasal 385 _

(1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselisihan dan tenaga kerja.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat.

Bagian Keenam
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Pasal 386 .
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 386, Direktorat

Pembinaan Pengusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha,
pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan
pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha,
pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan
pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial batubara;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha
operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan
komersial batubara; dan :

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan
usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi
produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan hubungan komersial
batubara. ' :
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Pasal 388
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas:
a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara;
b. Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara;
c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
Batubara;
d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara;
e. Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389 ‘
Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pelayanan usaha batubara.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3809,

Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi batubara.

Pasal 391
Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara; dan
b. Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara.

: Pasal 392

(1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai -tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha eksplorasi batubara. |

(2) Seksi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas

' melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha operasi produksi
batubara.
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Pasal 393
Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengawasan usaha eksplorasi batubara.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393,

Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan penyelidikan umum dan eksplorasi
batubara; dan ’

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 395
Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara; dan
b. Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara.

Pasal 396

(1) Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan
penyelidikan umum dan eksplorasi batubara.

(2) Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pérumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan kelayakan usaha batubara.

Pasal 397
Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi
produksi dan pemasaran batubara.
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Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397,

Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran

Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 399
Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran
Batubara terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara; dan
b. Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara.

Pasal 400

(1) Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas
rnelakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan usaha operasi produksi
batubara.

(2) Seksi Pengawasan Pemasaran Batubara mempunyai tugas rnelakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
~norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan pemasaran batubara.

Pasal 401
Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara mempunyai tugas melaksanakan
‘penyiapan perumusan .dan - pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
bimbingan usaha batubara.

» Pasal 402
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401,
Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis  dan
evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha batubara; dan
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b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha
batubara.

Pasal 403
Subdlrektorat Bimbingan Usaha Batubara terdiri atas:
a. Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara; dan
b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara.

Pasal 404

(1) Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha batubara.

(2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang blmbmgan
pengelolaan barang operasi usaha batubara.

Pasal 405
Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang hubungan komersial batubara.

_ Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405,

Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang fasilitasi perselihan dan tenaga kerja; dan |

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi
di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 407
Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara terdiri atas:
a. Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja; dan
b. Seksi Péngembanganr dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Pasal 408

- (1) Seksi Fasilitasi Perselisihan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perselihan dan tenaga kerja.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat

. Bagian Ketujuh
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Pasal 409

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik,

keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi
mineral dan batubara.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409,
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan
fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa,
pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan
lingkungan, konservasi mineral dan batubara;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha
jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan
lingkungan, konservasi mineral dan batubara;

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan
pertambangan, perlindungan lingkungan, konservasi mineral dan
batubara; :

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan
pertambangan, perlindungan fingkungan, konservasi  mineral dan
batubara; dan

pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang.
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, Pasal 411
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:
Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara;
Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara; '
Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara;
Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

-0 00 CTp

Pasal 412
Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan usaha jasa
mineral dan batubara.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412,

Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara

-menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan. kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang di bidang standardisasi mineral dan batubara; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang usaha jasa mineral dan batubara.

Pasal 414
Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara terdiri
atas:
a. Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara; dan
b. Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara.

Pasal 415

(1) Seksi Standardisasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang di bidang standardisasi mineral dan batubara.

(2) Seksi Usaha Jasa Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang usaha jasa mineral dan batubara.
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Pasal 416
Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral dan batubara.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416,

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan teknik batubara.

Pasal 418
Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Teknik Mineral; dan
b. Seksi Pengawasan Teknik Batubara.

Pasal 419 _

(1) Seksi Pengawasan Teknik Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan teknik mineral.

(2) Seksi Pengawasan Teknik Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan teknik batubara.

Pasal 420
Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral dan batubara.
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Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420,

Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

menyelenggarakan fu‘ngsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pertambangan batubara. '

Pasal 422
Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan
b. Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.

: Pasal 423

(1) Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keselamatan pertambangan mineral. ‘

(2) Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pertambangan batubara.

: Pasal 424
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral dan batubara.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424,

Subdirektorat  Perlindungan  Lingkungan  Mineral dan  Batubara

menyelenggarakan fungsi: ’

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral; dan

b. penyiapah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan batubara. |
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Pasal 426
Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara.

Pasal 427

(1) Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan mineral. |

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan tekms dan
evaluasi di bidang perlindungan Ilngkungan batubara.

Pasal 428 »
Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang konservasi mineral dan batubara.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428,

Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang konservasi mineral; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang konservasi batubara.

Pasal 430
Subdirektorat Konservasi Mineral dan Batubara terdiri atas:
a. Seksi Konservasi Mineral; dan
b. Seksi Konservasi Batubara.

Pasal 431
(1) Seksi Konservasi Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusah dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
konservasi mineral. '
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(2) Seksi Konservasi Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang konservasi batubara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 432
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 433

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional

 tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 434
(1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral.
(2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

dipimpin oleh Direktur Jenderal.
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Pasal 435
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435,

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi;

¢. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi. |

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

| Pasal 437

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri
atas: , B

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi; ‘
Direktorat Panas Bumi;

Direktorat Bioenergi;

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan

Direktorat Konservasi Energi.

® oo o
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Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 438
Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di
lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438,

‘Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi

Energi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pemberian pertimbangan dan penelaahan hukum, dan urusan hubungan
masyarakat; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 440
Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
Bagian Keuangan,;
Bagian Hukum;
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

© 8o 0

Pasal 441
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.
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Pasal 442
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441,
Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
' anggaran;
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan

c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas
kinerja.

Pasal 443
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
¢. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 444

(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas
-melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran. '

(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan evaluasi dan laporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja..

Pasal 445
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 446
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: '
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 447
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan,
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
C. SUbbagian Akuntansi.
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. Pasal 448
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan. '
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi barang milik negara. '
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.

Pasal 449
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
perancangan = peraturan perundang-undangan, informasi hukum, dan
pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 450
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449,
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan perancangan
peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum; dan
c. pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan
masyarakat.

Pasal 451
Bagian Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
c. Subbagian Informasi Hukum.

Pasal 452

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, evaluasi dan
perancangan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemberian pertimbangan hukum. -

(3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan informasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 453 |
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan
kepegawaian.
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Pasal 454
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453,
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 455
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 456
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
ketatausahaan.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyal tugas
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat
Direktorat Panas Bumi

Pasal 457
Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang panas bumi.

Pasal 458
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457,
Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program, pengawasan usaha,
pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan Imgkungan
- panas bumi; -
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang program, pengawasan
usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan
lingkungan panas bumi;
c. penyi'apan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
program, pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja
sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi; dan
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d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang program,
pengawasan usaha, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama,
keteknikan dan lingkungan panas bumi.

Pasal 459
Direktorat Panas Bumi terdiri atas:
Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi;
Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi;
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi;
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o o0 oD

Pasal 460
Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang perencanaan panas bumi dan penyiapan dan evaluasu
wilayah kerja panas bumi.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460,

Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

‘a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan panas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas bumi.

Pasal 462
Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Panas Bumi; dan
b. Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 463
(1) Seksi Perencanaan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perencanaan panas bumi.
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(2) Seksi Penyiapan dan Evaluasi Wilayah Kerja Panas Bumi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis di bidang penyiapan dan evaluasi wilayah kerja panas
bumi.

Pasal 464
Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi dan
eksploitasi panas bumi. ‘

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464,

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi

menyelenggarakan fungsi: _

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi pengawasan eksploitasi panas bumi.

Pasal 466
Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi terdiri
atas:
a. Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi; dan
b. Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi.

Pasal 467

(1) Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan eksplorasi panas bumi.

(2) Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi pengawasan eksploitasi panas bumi.
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Pasal 468
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi mempuriyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 469 »

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468,

Subdirektorat’ Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang pelayanan
usaha panas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang bimbingan
usaha panas bumi.

Pasal 470
Subdirektorat Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi; dan
b. Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi.

Pasal 471

(1) Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang
pelayanan usaha panas bumi.

(2) Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta evaluasi di bidang
bimbingan usaha panas bumi.

Pasal 472
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama panas bumi.

Pasal 473
‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472,
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi menyelenggarakan

fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang investasi panas bumi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan

~ evaluasi di bidang kerja sama panas bumi.

Pasal 474
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Panas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Investasi Panas Bumi; dan
b. Seksi Kerja Sama Panas Bumi.

Pasal 475

(1) Seksi Investasn Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaIuasu di
bidang investasi panas bumi.

(2) Seksi Kerja Sama Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang kerja sama panas bumi.

Pasal 476
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan panas bumi.

Pasal 477
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476,
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keteknikan panas bumi; dan

‘b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.
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Pasal 478
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi terdiri atas:
a. Seksi Keteknikan Panas Bumi; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi.

Pasal 479 ‘

(1) Seksi Keteknikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang keteknikan panas bumi. |

(2) Seksi  Perlindungan Lingkungan Panas Bumi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lingkungan panas bumi.

Bagian Kelima
Direktorat Bioenergi

Pasal 480
Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bioenergi.

Pasal 481 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480,

Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan
usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan
bioenergi; '

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program,
pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan
lingkungan bioenergi;

‘C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama, serta
keteknikan dan lingkungan bioenergi; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan
program, pelayanah usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan
dan lingkungan bioenergi.
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. Pasal 482
Direktorat Bioenergi terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi;
Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi;
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi;
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 483
Subdirektorat Penyiapan Program  Bioenergi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi program
bioenergi.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483,

Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
perencanaan bioenergi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
analisis dan evaluasi program bioenergi.

Pasal 485
Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Bioenergi; dan
b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi.

Pasal 486

(1) Seksi Perencanaan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
perencanaan bioenergi.

(2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Bioenergi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis di bidang analisis dan evaluasi program bioenergi.
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Pasal 487
Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang pelayanan dan pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487,

Subdirektorat  Pelayanan dan  Pengawasan Usaha Bioenergi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha bioenergi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, 'standar, _prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 489 :
Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi.

Pasal 490

(1) Seksi Pelayanan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha bioenergi.

(2) Seksi Pengawasan Usaha Bioenergi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha bioenergi.

Pasal 491
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama bioenergi.
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Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491,
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang investasi bioenergi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang kerja sama bioenergi.

_ Pasal 493
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Bioenergi terdiri atas:
a. Seksi Investasi Bioenergi; dan
b. Seksi Kerja Sama Bioenergi.

‘ Pasal 494

(1) Seksi Investasi Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
investasi bioenergi.

(2) Seksi Kerja Sama Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang kerja sama bioenergi.

Pasal 495
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan lingkungan bioenergi.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495,

Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keteknikan bioenergi; dan ‘

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.
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Pasal 497
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi terdiri atas:
a. Seksi Keteknikan Bioenergi; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi.

Pasal 498

(1) Seksi Keteknikan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta blmbmgan teknis dan evaluasi di
bidang keteknikan bioenergi.

(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Bioenergi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan bioenergi.

Bagian Keenam
Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

: Pasal 499
Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499,

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan
usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan lingkungan aneka
energi baru dan energi terbarukan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program,
pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan dan
lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan; :

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta

~ keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan. teknis dan evaluasi di bidang penyiapan
program, pelayanan usaha, investasi dan kerja sama serta keteknikan
dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.
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Pasal 501

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan;

b. Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru
dan Energi Terbarukan;

c. Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan;

d. Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 502
Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan, analisis dan evaluasi
program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502,

Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

menyelenggarakan fungsi: '

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
perencanaan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang
analisis dan evaluasi program aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 504
Subdirektorat Penyiapan Program Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi

Terbarukan.
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Pasal 505

(1) Seksi Perencanaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis di bidang perencanaan aneka energi baru
dan energi terbarukan.

(2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi program
aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 506
Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan
Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dan
pengawasan usaha aneka energi baru dan energi terbarukan. .

Pasal 507
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506,

Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan

Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pelayanan usaha aneka energi baru dan energi
terbarukan; dan »

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan usaha aneka energi baru dan energi
terbarukan.

Pasal 5§08
Subdirektorat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan
Energi Terbarukan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.
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Pasal 509

(1) Seksi Pelayanan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan usaha
aneka energi baru dan energi terbarukan.

-(2) Seksi Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan
usaha aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 510
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan kerja sama
aneka energi baru dan energi terbarukan.

‘ ( Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510,

Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi

Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang investasi aneka energi baru dan energi terbarukan; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang kerja sama aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 512
Subdirektorat Investasi dan Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan terdiri atas:
a. Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan,; dan
b. Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 513
(1) Seksi Investasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, vdan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi aneka energi baru dan
energi terbarukan.
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(2) Seksi Kerja Sama Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketja sama aneka energi baru
dan energi terbarukan.

Pasal 514 ‘
Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan dan perlindungan
lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514,

‘Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi

Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang keteknikan aneka energi baru dan energi terbarukan:
dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perlindungan lingkungan aneka energi baru dan energi
terbarukan.

Pasal 516
-Subdirektorat Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan terdiri atas:
a. Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
b. Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan.

Pasal 517
(1) Seksi Keteknikan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keteknikan aneka energi baru
dan energi terbarukan.
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(2) Seksi Perlindungan Lingkungan Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan
lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Konservasi Energi

Pasal 518
Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi
energi. '

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518,

Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program
pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi
energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan
teknis dan kerja sama konservasi energi; '

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program
pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi
energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, bimbingan
teknis dan kerja sama konservasi energi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyiapan program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi,
tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi
e'nergi, bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan
program pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno
ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi,
bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi,
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Pasal 520
Direktorat Konservasi Energi terdiri atas:
Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi;
Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi;
Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi;
Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien;
Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

"0 00T

Pasal 521
Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi dan perencanaan
pemanfaatan energi.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521,

Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan energi.

Pasal 523
Subdirektorat Penyiapan Program Pemanfaatan Energi terdiri atas:
a. Seksi Prakiraan Kebutuhan Energi; dan |
b. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Energi.

Pasal 524

(1) Seksi Prakiraan Kebutuhan Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang prakiraan kebutuhan energi.

(2) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis‘ dan
evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan energi.
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Pasal 525
Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
‘standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pengawasan manajemen energi dan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 526
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525,
Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
- norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
- evaluasi di bidang pengawasan manajemen energi; dan '
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 527
Subdirektorat Pengawasan Efisiensi Energi terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan Manajemen Energi; dan
b. Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi.

Pasal 528

(1) Seksi Pengawasan Manajemen Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pengawasan manajemen energi. ,

(2) Seksi Pengawasan Labelisasi Pemanfaat Energi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pengawasan labelisasi pemanfaat energi.

Pasal 529 v
Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
analisa harga lintas energi dan insentif dan disinsentif energi. -
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Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529,

Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang analisa harga lintas energi; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang insentif dan disinsentif energi.

Pasal 531
Subdirektorat Tekno Ekonomi Energi terdiri atas:
a. Seksi Analisa Harga Lintas Energi; dan
b. Seksi Insentif dan Disinsentif Energi.

Pasal 532
(1) Seksi Analisa Harga Lintas Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang analisa harga lintas energi.

(2) Seksi Insentif dan Disinsentif Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang insentif dan disinsentif energi.

, Pasal 5§33
Subdirektorat Penerépan Teknologi Energi Bersih dan Efisien mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi
energi.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533,

Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerapan teknologi efisiensi energi.
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Pasal 535
Subdirektorat Penerapan Teknologi Energi Bersih dan Efisien terdiri atas:
a. Seksi Penerapan Teknologi Energi Bersih; dan
b. Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi.

Pasal 536

(1) Seksi Penerapan Teknologi Energi Bersih mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerapan teknologi energi bersih.

(2) Seksi Penerapan Teknologi Efisiensi Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang penerapan teknologi efisiensi energi.

Pasal 537
Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi E,nergi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi
di bidang bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi.

( Pasal 538
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537,
Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi
menyelenggarakan fungsi.
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebuakan penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang bimbingan
- teknis konservasi energi; dan
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang kerja sama
konservasi energi.

, Pasal 539

Subdirektorat Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Konservasi Energi terdiri
atas: |

a. Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi; dan

b. Seksi Kerja Sama Konservasi Energi.
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Pasal 540

(1) Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang bimbingan
teknis konservasi energi.

(2) Seksi Kerja Sama Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi di bidang kerja sama
konservasi energi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 541
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 542

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumiah jabatan fungsional
tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB Vil

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 543

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 544

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544,
Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral;

penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi.

dan Sumber Daya Mineral; dan
pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 546

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.
b. Inspektorat |;
c. Inspektorat ii;
d.

e. Inspektorat V.

Sekretariat Inspektorat Jenderal;

Inspektorat lii; dan
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Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 547
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
peiaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547,

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: |

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;

b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan
informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang
milik negara dan akuntansi;

c. penyiapan pemantauan tindak lanjut, analisis dan evaluasi hasil
pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan;

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pemberian pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana
serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, dan hubungan masyarakat.

Pasal 549
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Keuangan;
b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan;
c. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 550
Bagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

‘koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan

informasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik
negara dan akuntansi.
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Pasal 551
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550,
Bagian Rencana dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program,
anggaran, dan pengelolaan sistem informasi; dan

b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara
dan akuntansi.

Pasal 552
Bagian Rencana dan Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Rencana; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 553
(1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, anggaran, dan
pengelolaan sistem informasi.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara dan
akuntansi.

Pasal 554
Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pemantauan tindak lanjuf, analisis dan evaluasi
hasil pengawasan, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, dan laporan.

Pasal 555 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554,

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil
pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum
di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero),
serta penyusunan laporan berkala; dan

b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi, dan

| penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil
pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum
di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan
Pusat, serta evaluasi kinerja dan penyusunan [aporan Inspektorat

Jenderal.
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Pasal 556
Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I; dan
b. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan Il

Pasal 557

(1) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan | mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi,
dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil
pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum
di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional, BPH Migas, dan satuan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero),
serta penyusunan laporan berkala;

-(2) Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Laporan I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, analisis, evaluasi,
dan penyusunan- laporan hasil pengawasan intern dan BPKP, hasil
pemeriksaan BPK RI, pengaduan masyarakat, penyelesaian kasus hukum
di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan
Pusat, serta evaluasi kinerja dan pehyusunan laporan Inspektorat
Jenderal.

Pasal 558 ,
Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, pemberian pertimbangan hukum, pengelolaan kepegawaian dan
_jabatan fungsional, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558,

Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan
dokumentasi hukum dan perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana; dan

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan
fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah,
implementasi sistem informasi kepegawaian.

Pasal 660
Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Hukum; dan
b. Subbagian Kepegawaian.
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Pasal 561

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi
dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum, pelayanan dokumentasi hukum dan
perpustakaan, pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum,
serta penataan organisasi dan tata laksana. ' | |

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, jabatan
fungsional, penilaian kinerja pegawai, dokumentasi dan tata naskah,
implementasi sistem informasi kepegawaian.

. Pasal 562
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Pasal 563
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta
kearsipan; dan . v
b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan
barang milik negara, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 564
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 565

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik
negara, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
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Bagian Keempat
" Inspektorat |

Pasal 566

Inspektorat | mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan
satuan kerja PT. PLN (Persero).

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566,
Inspektorat | menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

¢. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
' evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat I.

Pasal 568
Inspektorat | terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 569
Subbagian Tata Usaha Inspektorat | mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat I.
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Bagian Kelima
Inspektorat Il

Pasal 570
Inspektorat Il mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 571
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570,
Inspektorat Il menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

- ¢. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral; '

e, penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat [l.

Pasal 572
Inspektorat Ii terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 573
Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Il.
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Bagian Keenam
inspektorat 1l

Pasal 574

Inspektorat Il mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574,
Inspektorat Il menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan péngawasan intern;

penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; ,
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral; |

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Iil.

Pasal 576

Inspektorat lll terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat lll; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 577

Subbagian Tata Usaha Inspektorat 1l mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Ill.
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Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 578

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap
“kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

‘kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penyusunan
laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPH
Migas. '

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578,
Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;

penyusunan rencana dan program pengawasan intern ; _
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral;

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat V.

Pasal 580

Inspektorat IV terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 581

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan

‘pengelolaan urusan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat IV.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 582

(1) Inspektur Jenderal membentuk kelompok kerja Auditor berdasarkan
usulan Inspektur.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal terdiri
atas Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional tertentu
lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan fungsi Inspektorat
yang bersangkutan, serta pelaksanaan tugasnya dibina oleh Inspektur
yang bersangkutan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam
berbagai kelompok jabatan fungsional melakukan tugas sesuai dengan.
bidang - keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Pasal 583 ‘

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 582 ayat (2), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga
Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan
usulan Inspektur. :

(2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. '

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 582 ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ' |

BAB IX
BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 584
(1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.
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| Pasal 585
Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di
bidang geologi.

_ Pasal 586
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Badan
Geologi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelltlan dan
pelayanan di bidang geologi;
b. pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
_ pelayanan di bidang geologi; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Geologi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 587
Badan Geologi terdiri atas:
a. Sekretariat Badan Geologi;
b. Pusat Sumber Daya Geologi;
c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
d. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geolog| Lingkungan; dan
e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Geologi

Pasal 588
Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 589 _ _ '
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588,
Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Geologi,
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, Iaporan
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,

serta kinerja pegawai,
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d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan,;

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat,
perlengkapan dan rumah tangga; dan '

f. pembinaan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

Pasal 590
Sekretariat Badan Geologi terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Keuangan;
d. Bagian Umum; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 591
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 592
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591,
Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran serta pengembangan kerja sama;
b. pengelolaan sistem dan pelayanan informasi; dan
penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta
akuntabilitas kinerja.

Pasal 593
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
b. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 594
(1) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran serta pengembangan kerja sama.
(2) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.




-134-

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta akuntabilitas
kinerja.

Pasal 595 |
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta kinerja
pegawai.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595,

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan
mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta
sistem informasi kepegawaian; |

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai,
penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kinerja
pegawai; dan

c. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 597
Bagian Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
b. Subbagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai; dan
¢. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 598

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan
mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta
sistem informasi kepegawaian.

(2) Subbagian Pengembangan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan
pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan
kinerja pegawai.

(3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 599
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi.
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Pasal 600
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
~ b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan |
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 601
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 602
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
urusan perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan serta kerugian negara.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 603
-Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan hukum dan
hubungan masyarakat.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta

kearsipan; :
b. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan dan

c. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan
barang milik negara.

‘ _ Pasal 605
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha,;
b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Subbagian Rumah Tangga.
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Pasal 606

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan
ketatausahaan, kesekretariatan, dan persuratan dinas, serta kearsipan.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan
keprotokolan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan barang milik
negara.

Bagian Keempat
Pusat Sumber Daya Geologi

| . Pasal 607
Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian,
penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 608 v
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Pusat
Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

‘a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,

penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi;

b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi,
perekayasaan teknologi, pemodelan dan pelayanan di bidang sumber
daya geologi, serta pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana
sarana teknik dan informasi di bidang geolbgi dan sumber daya geologi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,

~ penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi, perekayasaan teknologi,
pemodelan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Geologi.

Pasal 609

-Pusat Sumber Daya Geologi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

Bidang Program dan Kerja Sama,;
Bidang Sarana Teknik;

Bidang Informasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 610 v
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Sumber Daya Geologi.
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_ Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 612
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 613
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat
serta keprotokolan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
dan administrasi barang milik negara.

Pasal 614
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja
sama, dan pelaporan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614,

Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber
daya geoldgi; dan’ _

b. penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan
dan pelayanan di bidang sumber daya geologi serta pengelolaan hak
kekayaan intelektual. |

Pasal 616
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Kerja Sama.
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Pasal 617
(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi.
(2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja
sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di
bidang sumber daya geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 618
Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan sarana teknik penelitian, penyelidikan, inventarisasi, eksplorasi,
perekayasaan teknologi dan pemodelan di bidang sumber daya geologi.

Pasal 619
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618,
Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan laboratorium, serta manajemen mutu
laboratorium; dan

b. pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu
sarana penyelidikan. ’

Pasal 620
Bidang Sarana Teknik terdiri atas:
a. Subbidang Laboratorium; dan
b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

_ Pasal 621
(1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
pelayanan laboratorium serta manajemen mutu laboratorium.
(2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu
sarana penyelidikan.

Pasal 622 o
Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem
informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di bidang sumber daya
geologi.
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Pasal 623
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622,
Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi; dan
b. pengelolaan data dan informasi penyiapan wilayah keprospekan sumber
daya geologi.

Pasal 624
Bidang Informasi terdiri atas: '

“a. Subbidang Pengembangan Informasi; dan

b. Subbidang Keprospekan.

Pasal 625
(1) Subbidang Pengembangan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi.
(2) Subbidang Keprospekan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data
dan informasi penyiapan wilayah keprospekan sumber daya geologi.

Bagian Kelima
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pasal 626
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di
bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

| Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi
bencana geologi;

b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik
dan analisis risiko bencana geologi serta peringatan dini aktivitas
gunungapi dan potensi gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis
mitigasi bencana geolog;i;

c. pembinaan jabatan fungsional pengamat gunungapi;
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik dan analisis risiko
~ bencana geologi serta peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi
gerakan tanah dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana
geologi; dan

e. pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi.

Pasal 628
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi;
c. Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah;
d. Bidang Evaluasi Potensi Bencana; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 629
‘Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga, ketatausahaan, penyiapan rencana kerja, kerja
sama, dan laporan. '

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, rencana kerja dan anggaran, kerja sama serta kepegawaian dan
keprotokolan; dan 4

b. pelaksanaan urusan keuangan, administrasi barang milik negara dan
laporan.

. Pasal 631
Bagian Tata Usaha terdiri atas: :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 632
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, ren_cana
kerja dan anggaran, kerja sama dan kepegawaian serta keprotokolan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
administrasi barang milik negara dan laporan.
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Pasal 633
‘Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi mempunyai tugas
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini, rekomendasi
teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan penelitian, penyelidikan,
perekayasaan, pemetaan tematik, serta pengamatan gunungapi.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang

Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini,
rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, serta
pengamatan gunungapi Wilayah Barat; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,;
kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status, peringatan dini,
rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan pelaksanaan
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik,  serta
pengamatan gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 635
Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi terdiri atas:
a. Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Barat; dan
b. Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Timur.

Pasal 636 _ :

(1) Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Barat
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status,
peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik,
serta pengamatan gunungapi Wilayah Barat.

(2) Subbidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi Wilayah Timur
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, penetapan status,
peringatan dini, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi dan
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik,
serta pengamatan gunungapi Wilayah Timur.
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, Pasal 637 ;

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah mempunyai tugas
| penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria,
rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan tanah, rekomendasi
teknis mitigasi gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan pelaksanaan
pemantauan gerakan tanah, penelitian, penyelidikan, perekayasaan mltlgaS|
gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637,

Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, rekomendasi teknis dan
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan mltlgaSl gempa bumi
dan tsunami; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan
tanah, rekomendasi teknis dan pelaksanaan pemantauan, penelltlan
penyelidikan, perekayasaan mitigasi gerakan tanah.

Pasal 639
Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah terdiri atas:
a. Subbidang Mitigasi Gempa Bumi; dan
b. Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah.

Pasal 640

(1) Subbidang Mitigasi Gempa Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria,
rencana, pelaporan, rekomendasi teknis dan pelaksanaan penelitian,
penyelidikan, perekayasaan mitigasi gempa bumi dan tsunami.

(2) Subbidang Mitigasi Gerakan Tanah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, peringatan dini potensi gerakan
tanah, rekomendasi teknis dan pelaksanaan pemantauan, penelitian,
penyelidikan, perekayasaan mitigasi gerakan tanah.

Pasal 641
Bidang Evaluasi Potensi Bencana mempunyai tugas penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan, dan
pelaksanaan analisis risiko bencana geologi, kontijensi gunungapi, gempa
bumi, tsunami, dan gerakan tanah, serta pengelofaan sistem dan pelayanan
informasi.
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Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641,

Bidang Evaluasi Potensi Bencana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko dan kontijensi
bencana gunungapi, serta pengelolaan sistem dan pelayanan informasi;
dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko bencana
geologi dan kontijensi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah.

, Pasal 643
Bidang Evaluasi Potensi Bencana terdiri atas:
a. Subbidang Evaluasi Bencana Gunungapi; dan ‘
b. Subbidang Evaluasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah.

Pasal 644 ‘

(1) Subbidang Evaluasi Bencana_Gunungapi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, pelaporan dan pelaksanaan analisis risiko dan kontijensi
bencana gunungapi, serta pengelolaan sistem dan pelayanan informasi.

(2) Subbidang Evaluasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, pelaporan dan

~ pelaksanaan analisis risiko bencana geologi dan kontijensi gempa bumi,
tsunami, dan gerakan tanah.

Bagian Keenam
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Pasal 645
Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, serta
pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.

Pasal 646
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Pusat
Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta rencana dan program di bidang air tanah, geologi teknik dan
geologi lingkungan; '




b.
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pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan, dan bimbingan teknis, serta pemberian rekomendasi teknis
di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan; '
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian,
penyelidikan, perekayasaan, pemodelan di bidang air tanah, geologi
teknik dan geologi lingkungan; dan | _

pelaksanaan administrasi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi
Lingkungan. |

Pasal 647

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi LingkUngan terdiri atas:

a.

®oo00o

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian

Bagian Tata Usaha;

Bidang Air Tanah;

Bidang Geologi Lingkungan;
Bidang Geologi Teknik; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 648

rumah tangga, ketatausahaan, pengelolaan sistem dan pelayanan informasi,
rencana kerja, anggaran dan keuangan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan
Geologi Lingkungan.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, pengelolaan
sistem dan pelayanan informasi, hubungan masyarakat serta
keprotokolan; dan

pelaksanaan urusan rencana kerja, anggaran, keuangan dan
administrasi barang milik negara. '

Pasal 650

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a.
b.

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
Subbagian Keuangan.
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Pasal 651
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, pengelolaan sistem dan
pelayanan informasi, hubungan masyarakat serta keprotokolan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rencana
kerja, anggaran, keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 652
Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
‘kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program,
evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pendayagunaan dan
wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan,
perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang air tanah.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652,

Bidang Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan pemetaan,
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan
teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah; dan

b. penyiap_an bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah serta pelaksanaan
pengeboran dan bimbingan teknis serta pengelolaan laboratorium di
bidang pendayagunaan air tanah. '

Pasal 654
Bidang Air Tanah terdiri atas:
a. Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah; dan
b. Subbidang Pendayagunaan Air Tanah. |

Pasal 655
'(1) Subbidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan,
pemberian rekomendasi teknis wilayah konservasi, serta pelaksanaan
pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan; dan
bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi air tanah.
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(2) Subidang Pendayagunaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pendayagunaan air tanah serta pelaksanaan
pengeboran, dan bimbingan teknis serta pengelolaan laboratorium. di
bidang pendayagunaan air tanah.

Pasal 656
Bidang Geologi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana,
program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis pengelolaan
lingkungan dan penataan ruang serta pelaksanaan pemetaan, penelitian,
penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang
geologi lingkungan.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656,

Bidang Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

‘a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta
pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan regional;
dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta
pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan
perkotaan. |

Pasal 658
Bidang Geologi Lingkungan terdiri atas:
a. Subbidang Geologi Lingkungan Regional; dan
b. Subbidang Geologi Lingkungan Perkotaan.




(1)
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Pasal 659 ,
Subbidang Geologi Lingkungan Regional mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta
pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan regional.
Subbidang Geologi Lingkungan Perkotaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, pemberian
rekomendasi teknis pengelolaan lingkungan dan penataan ruang serta
pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan, dan bimbingan teknis di bidang geologi lingkungan
perkotaan. |

Pasal 660

Bidang Geologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana,
program, evaluasi, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis bangunan
vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta pelaksanan pemetaan,
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan teknis di
bidang geologi teknik.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660,
Bidang Geologi Teknik menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan
pemetaan, penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan
bimbingan teknis, serta pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan
batuan di bidang inventarisasi geologi teknik; dan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standaf,
prosedur, kriteria, rencana, program, pelaporan, pemberian rekomendasi
teknis bangunan vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan
bimbingan teknis di bidang evaluasi geologi teknik.

Pasal 662

Bidang Geologi Teknik terdiri atas:
a. Subbidang Inventarisasi Geologi Teknik; dan
b. Subbidang Evaluasi Geologi Teknik.
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Pasal 663

- (1) Subbidang Inventarisasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, program, pelaporan, serta pelaksanaan pémetaan,
penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan bimbingan
teknis, serta pengelolaan laboratorium mekanika tanah dan batuan di
‘bidang inventarisasi geologi teknik.

(2) Subbidang Evaluasi Geologi Teknik mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
kriteria, rencana, program, pelaporan, pemberian rekomendasi teknis
bangunan vital/strategis dan penanggulangan geodinamik, serta
pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemodelan, dan
bimbingan teknis di bidang evaluasi geologi teknik.

Bagian Ketujuh
Pusat Survei Geologi

. Pasal 664

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian;
penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Pusat

-Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi;

pelaksanaan penelitian, penyelidikan, pemetaan sistematik dan tematik,
perekayasaan, pemodelan geologi, geofisika dan geokimia, serta
pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana teknik, dan informasi di
bidang survei geologi;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi; dan

pelaksanaan administrasi Pusat Survei Geologi.

Pasal 666

Pusat Survei Geologi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Program dan Kerja Sama;
c. Bidang Sarana Teknik;

d. Bidang Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 667
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Survei Geologi.

Pasal 668
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan Kketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, - kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

. Pasal 669
Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 670
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat
serta keprotokolan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
dan administrasi barang milik negara.

Pasal 671
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja
sama, dan pelaporan di bidang survei geologi.

Pasal 672

-Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671,

Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

~ a. penyiapan bahan' kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,

dan anggaran penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei
geologi; dan

b. penyiapan kerja sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan
dan pelayanan di bidang survei geologi serta pengelolaan hak kekayaan
intelektual.
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Pasal 673
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 674
(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang survei geologi.
(2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja
sama dan penyusunan laporan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di
bidang survei geologi serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 675
Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pelayanan sarana teknik penelitian, penyelidikan, perekayasaan teknologi
dan pemodelan di bidang survei geologi.

Pasal 676
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675,
Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan laboratorium, serta manajemen mutu
laboratorium; dan

b. pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu
sarana penyelidikan. ’

Pasal 677
Bidang Sarana Teknik terdiri atas: '
a. Subbidang Laboratorium; dan
b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

Pasal 678 .
(1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
pelayananllaboratorium, serta manajemen mutu laboratorium.
(2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan sarana penyelidikan, serta manajemen mutu
sarana penyelidikan.

Pasal 679 |
Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem
informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di bidang survei

geologi.
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Pasal 680

Dalam meléksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679,
Bidang informasi menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

pengelolaan data dan.informasi serta infrastruktur teknologi informasi;
dan _
pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 681

Bidang Informasi terdiri atas:

a.
b.

Subbidang Sistem Informasi; dan
Subbidang Pelayanan Informasi.

Pasal 682

1) Subbidahg Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan

data dan informasi serta infrastruktur teknologi informasi.

(2) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan

(1)

(2)

@)

(4)

©®)

informasi d'an pengelolaan dokumentasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 683 .
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Penyelidik Bumi,
Pengamat Gunungapi, Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Surveyor
Pemetaan, Perencana, Pranata Humas, Perancang Peraturan
Perundang-undangan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer,
Pustakawan, dan Arsiparis, yang terbagi dalam berbagai kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat
dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. :
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi. '
Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ,
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat.
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BAB X
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 684
(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.
(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
dipimpin oleh Kepala Badan. '

_ Pasal 685

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Badan

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

menyelenggarakan fungsi: '

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan
pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral; _

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber

. daya mineral;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi
dan Sumber Daya Mineral. ‘
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 687

‘Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

terdiri atas: -

a.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber
Daya Mineral;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
“LEMIGAS”;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi
Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara:
dan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

- Bagian Ketiga
‘Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 688

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 689

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688,

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan teknis Badan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; '
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama,
laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja, pengelolaan sistem informasi
serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi;

pengelolaan administrasi kepegawaian, jabatan fungsional, penataan
organisasi dan tata laksana, serta kinerja pegawai;

pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
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e. pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan hubungan masyarakat,
perlengkapan dan rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, serta hak
kekayaan intelektual.

Pasal 690
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
b. Bagian Kepegawaian;
¢. Bagian Keuangan;
d. Bagian Umum; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 691
Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, renCana, program dan
anggaran, kerja sama, laporan, akuntabilitas dan evaluasi kinerja,
pengelolaan sistem informasi, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi.

Pasal 692 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 691, Bagian

Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta rencana,
program dan anggaran; ,

b. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan administrasi kerja sama,
pengetahuan dan inovasi, situs, sistem dan pelayanan informasi; dan

C. penyiapan' bahan koordinasi, penyusunan evaluasi kinerja, laporan,
akuntabilitas kinerja dan pemantauan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian, serta survei dan
pemetaan bidang geologi kelautan. '

Pasal 693
Bagian Rencana dan Laporan terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana dan Program;
b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

. Pasal 694
(1) Subbagian Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis,

serta rencana, program dan anggaran.
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(2) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan. bahan koordinasi, pengelolaan administrasi kerja sama,
pengetahuan dan inovasi, situs, sistem dan pelayanan informasi.

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi, penyusunan evaluasi kinerja, Iaporah, akuntabilitas
kinerja dan pemantauan pelaksanaan penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian, serta survei dan pemetaan bidang
geologi kelautan.

v Pasal 695
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan pengelolaan kepegawaian, jabatan fungsional, penataan organisasi dan
tata laksana serta kinerja pegawai.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695,

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: ‘

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana,
pengadaan dan pengembangan pegawai serta penataan organisasi dan
ketatalaksanaan;

'b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan mutasi,
kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah, serta penerapan sistem
informasi kepegawaian; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan jabatan
fungsional.

Pasal 697
Bagian Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Rencana dan Pengembangan;
b. Subbagian Mutasi; dan .
c. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 698

(1) Subbagian Rencana dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan
penyiapén bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana,
pengadaan dan pengembangan pegawai serta penataan organisasi dan
ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan, dokumentasi
dan tata naskah, serta penerapan sistem informasi kepegawaian.
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(3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan jabatan
fungsional.

Pasal 699
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi

Pasal 700 :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan serta kerugian negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuahgan.

, Pasal 701
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan

~ ¢. Subbagian Akuntansi.

Pasal 702

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
urusan perbendaharaan.

(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
administrasi barang milik negara dan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan serta kerugian negara.

(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 703
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum dan hubungan masyarakat
serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.
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Pasal 704
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas,
kearsipan, urusan rumah tangga serta keprotokolan;
b. penyusunan rencana  kebutuhan, pelaksanaan inventarisasi,
penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan barang milik negara; dan
c. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan
pengelolaan hak kekayaan lntelektual

Pasal 705
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
'b. Subbagian Perlengkapan; dan
c. Subbagian Hukum.

Pasal 706

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas,
kearsipan, urusan rumah tangga serta keprotokolan.

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana  kebutuhan, pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan,
pendistribusian, dan penggunaan barang milik negara.

(3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan
hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pengelolaan hak
kekayaan intelektual.

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
"LEMIGAS”

Pasal 707
Pusat Penelitan dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
"LEMIGAS” mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di
bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 708
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS’,
menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, dan pengkajian survei di bidang
minyak dan gas bumi;

pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi,
pengkajian dan survei serta pelayanan jasa, pengelolaan pengetahuan
dan inovasi bidang minyak dan gas bumi;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan teknologi, dan pengkajian di bidang
minyak dan gas bumi; dan

. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi |

Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

Pasal 709

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas,Burhi
"LEMIGAS?” terdiri atas:

® oo T D

Bagian Tata Usaha;

Bidang Program; _

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
Bidang Afiliasi dan Informasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 710

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan
perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara,
perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 712

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.
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Pasal 713
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan. |
* (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan
anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran
dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan

anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
pengurusan kerugian negara.

Pasal 714
Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 715
‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714,

Bidang Program menyelenggarakan fungsi: ,

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,
anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi,
serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian, - pengembangan, perekayasaan teknologi,
pengkajian dan survei serta standar, pedoman dan kriteria di bidang
minyak dan gas bumi. |

Pasal 716
'Bidang Program terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 717
(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan
~ bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan
inovasi, serta standar, pedoman dan kriteria di bidang minyak dan gas
bumi.
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(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan
survei serta standar, pedoman dan kriteria di bidang mmyak dan gas
bumi.

} Pasal 718
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan
sarana teknis, dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan’, perekayasaan
- teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718,

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitan dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang
minyak dan gas bumi; dan

b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan
sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan
teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 720
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri
atas: '
a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 721

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan
survei di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta
pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil
perekayasaan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.
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‘ Pasal 722
Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan "kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian,
pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta
pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang
minyak dan gas bumi.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722,

Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan Kkebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan,
perekayaéaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak
kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas
bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas
bumi.

, Pasal 724
Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Afiliasi; dan

b. Subbidang Informasi.

, Pasal 725

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan
intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, ' rencana, program, pelaksanaan
penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang minyak dan gas bumi.
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Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan,
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 726
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei
serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi..

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi- Baru

Terbarukan, dan Konservasi Energi, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di
bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;

'b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan
pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di

- bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
dan :

d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 728

‘Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi.
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program;
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
Bidang Afiliasi dan Informasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

® a0 T
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Pasal 729
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi.

Pasal 730 ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan -ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan
perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara,
perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 731
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 732

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan. '

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan
anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran
dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan
anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
pengurusan kerugian negara.

v Pasal 733
Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi. ' '
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Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733,

Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,

- anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan
dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan
inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan,
energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapofan
pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi,
pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria di bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 735
Bidang Program terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 736

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan
perekayasaan teknologi, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta
standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi
baru, terbarukan dan konservasi energi.

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta
standar, pedoman, kriteria di bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 737
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan
“sarana teknis dan peiayanan. jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, dan pengkajian dan survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 738
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737,
Bidahg Penyelenggaraan dan Sarana Penelitan dan Pengembangan
menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang
ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan

b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan
sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan
teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan
konservasi energi. ’

Pasal 739
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri
atas: v
a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 740 .

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan
survei di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi
energi. ' . '

(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta
pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil
perekayasaan teknologi di bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 741
Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan peiaporan kerja sama,
serfa penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan
pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang
ketenagalisfrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741,

Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak
kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di  bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan
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b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan-
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 743
Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Afiliasi; dan
b. Subbidang Informasi.

Pasal 744

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama - penelitian, pengembangan, perekayasaan:
teknologi, pengkajian dan survei, seria pengelolaah hak kekayaan
intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang ketenagalistrikan, energi
baru, terbarukan dan konservasi energi.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan | kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan
penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang ketenagahstnkan energl baru,
terbarukan dan konservasi energi.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Pasal 745 ‘
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang mineral dan
batubara.

Pasal 746
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 745, Pusat
Penelitan dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di
bidang mineral dan batubara;
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b. pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan
pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di -

- bidang mineral dan batubara; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral dan Batubara. ' ”

Pasal 747
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, terdiri
atas: ’
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program; ‘
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

®eo o

Pasal 748
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pasal 749
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
b. pénatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan
- perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara,
perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 750
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 751 }

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
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(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan
anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran
dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan
anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
pengurusan kerugian negara.

Pasal 752
Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

: Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752,

Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,
anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan
dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan
inovasi, serta standar, pedoman, kriteria di bidang mineral dan batubara:
dan v

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi,
pengkajian dan survei, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di
bidang mineral dan batubara.

Pasal 754
Bidang Program terdiri-atas:
a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 755

(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan fasilitasi. penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengetahuan dan inovasi,
serta standar, pedoman, kriteria di bidang mineral dan batubara. | '

(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan
survei, serta standar, pedoman, kriteria dan survei di bidang mineral dan

batubara.
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Pasal 756
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitan dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan
sarana teknis, dan pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756,

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa penelitian,
pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang
mineral dan batubara; dan

b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan
sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan
teknologi di bidang mineral dan batubara.

Pasal 758
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri
atas: ‘
a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 759

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan jasa
penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian. dan
survei di bidang mineral dan batubara. _

(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta
pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil
perekayasaan teknologi di bidang mineral dan batubara. ‘

Pasal 760
Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian,
pengembangan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta
pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang
-mineral dan batubara.
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Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760,

Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan,

~ perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak

kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan
batubara; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan
perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan
batubara.

Pasal 762
Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Afiliasi; dan

b. Subbidang Informasi.

Pasal 763 _

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai. tugas melakukan pehyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan, perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei, serta pengelolaan hak kekayaan
intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang mineral dan batubara.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan
penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan perekayasaan
teknologi, pengkajian dan survei di bidang mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Pasal 764
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei
“dan pemetaan bidang geologi kelautan.
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_ Pasal 765

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pené!itian,
pengembangan dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di
bidang geologi kelautan;

b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian,
survei dan pemetaan, serta pengelolaan pengetahuan dan inovasi di-

 bidang geologi kelautan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di
bidang geologi kelautan; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
Kelautan.

Pasal 766
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program;
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan;
Bidang Afiliasi dan Informasi; dan
Kelompdk Jabatan Fungsional.

® oo o

Pasal 767
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Penelitan dan
Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan

b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan
perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara,
perhitungan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara.

Pasal 769
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.
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Pasal 770
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan
anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran
dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan

anggaran serta penyelesaian tindak lanjut hasil -pemeriksaan dan
pengurusan kerugian negara.

Pasal 771
Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan,
pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771,

Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program,
anggaran, dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan,
perekayasaan, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar,
pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan; dan

b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, serta
standar, pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi
kelautan.

Pasal 773
Bidang Program terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Rencana; dan
b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 774
(1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan kebijakan teknis dan penyusunan rencana, program, anggaran, -
dan fasilitasi penilaian pelaksanaan penelitian, pengembangan,
perekayasaan, pengkajian, pengetahuan dan inovasi, serta standar,
pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.
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(2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, serta standar,
pedoman, kriteria survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 775
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitan dan Pengembangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan
sarana teknis penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei
dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

Pasal 776

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775,‘

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi: |

a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta pelayanan jasa penelitian,
pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di
bidang geologi kelautan; dan

b. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta pengelolaan
sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil perekayasaan di
bidang geologi kelautan. :

Pasal 777
Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Penelitian dan Pengembangan terdiri
“atas: o
a. Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 778

(1) Subbidang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, serta
pelayanan jasa penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian,
survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan.

(2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, serta
pengelolaan sarana teknis penelitian, pengembangan, dan hasil
perekayasaan di bidang geologi kelautan.
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Pasal 779 _
Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, rencaha, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian,
pengembangan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta
pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang
geologi kelautan.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779,

Bidang Afiliasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, dan pelaporan kerja sama penelitian, pengembangan,
perekayasaan, dan pengkajian, survei dan pemetaan serta pengelolaan
hak kekayaan intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi
kelautan; ‘

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan,

perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi
kelautan. '

: Pasal 781
Bidang Afiliasi dan Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Afiliasi; dan
b. Subbidang Informasi.

_ Pasal 782

(1) Subbidang Afiliasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, - rencana, program, pelaksanaan, dan
pelaporan kerja sama penelitian, péngembangan, perekayasaan, dan
pengkajian, survei dan pemetaan serta pengelolaan hak kekayaan
intelektual, pengetahuan dan inovasi di bidang geologi kelautan.

(2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan
penyebarluasan = informasi hasil penelitian, pengembangan,
perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi
kelautan. :
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 783

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas beberapa Kelompok Pelaksana Litbang.

(3) Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
perekayasaan teknologi, pengkajian, survei dan/atau pemetaan serta
pelayanan jasa di bidang energi dan sumber daya mineral.

(4) Kelompok Pelaksana Litbang dikoordinasikan seorang Koordinator yang
diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral.

-(5) Masing-masing Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengkoordinasikan Pejabat Fungsional Peneliti,
Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah Jabatan
Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidang dan kebutuhannya.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana

 dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XIi
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 784
(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
' berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan
‘Sumber Daya Mineral. . ' _
(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

dipimpin oleh Kepala Badan.
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Pasal 785
Badan Pendidikan dan Pelathan Energi dan Sumber Daya Mineral
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Badan

‘Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

menyelenggarakan fungsi: '

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan
pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral; _

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya
mineral; -

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 787
Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri
atas: |
a. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya
Mineral; ‘
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi;
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi; |
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara; dan
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 788 ‘

‘Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya.

Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di

lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya
Mineral.
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Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya

Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi
dan Sumber Daya Mineral;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, kerja sama serta pengelolaan sistem
informasi; :

c. koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi,
pengelolaan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, serta
penataan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga serta
hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 790
Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya
Mineral terdiri atas:
a. Bagian Rencana dan Laporan;
Bagian Kepegawaian;
Bagian Keuangan;
Bagian Umum; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

® oo o

_ Pasal 791

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggarén, laporan,
akuntabilitas, dan evaluasi Kinerja, pengembangan kerja sama dan
pengelolaan sistem informasi. '

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791,

Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan pedoman, prosedur kerja,
rencana kerja dan anggaran;

b. pengelolaan dan pengembangan kerja sama, pelayanan dan sistem
informasi serta publikasi; dan

c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta
akuntabilitas kinerja.
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Pasal 793
Bagian Rencana dan Laporan, terdiri atas:
a. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja
b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

, Pasal 794

(1) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan perumusan pedoman, prosedur kerja,
rencana kerja dan anggaran. ‘ ‘

(2) Subbégian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pengembangan kerja sama, pelayanan dan sistem
informasi serta publikasi. ‘

(3) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan laporan serta
akuntabilitas kinerja. :

Pasal 795
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pembinaan dan pemberian dukungan = administrasi, pengelolaan
kepegawaian, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795,

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan
mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta
sistem informasi kepegawaién;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai
dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta penyusunan
pedoman, standar, prosedur, dan kriteria; dan

c. pengelol'aan jabatan fungsional dan kinerja pegawai.

Pasal 797
Bagian Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi Kepegawaian,
b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
b. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawai.
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Pasal 798 .

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, urusan
mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta
sistem informasi kepegawaian.

(2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan
_penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pegawai
dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta penyusunan
pedoman, standar, prosedur, dan kriteria.

(3) Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawal'

mempunyai tugas melakukan penge!olaan jabatan fungsional dan kmer]a
pegawai.

} Pasal 799
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
perbendaharaan, administrasi barang milik negara dan akuntansi.

Pasal 800
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799,
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan
c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 801
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Kekayaan Negara; dan
c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 802 ,
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan.
(2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan
administrasi barang milik negara.
(3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan.

Pasal 803
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan,
- perlengkapan, rumah tangga, urusan hukum, perpustakaan dan hubungan
masyarakat.
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Pasal 804
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
dan
c. pengelolaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara;

Pasal 805
Bagian Umum terdiri atas:

‘a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah‘Tangga;

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 806

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan pelaksanaan urusan hukum, hubungan rriasyarakat. dan
perpustakaan. ,

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang milik negara.

Bagian Keempat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 807
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mlnyak dan
Gas Bumi..
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Pasal 809
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program dan Kerja Sama,;
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
Bidang Sarana dan Prasarana Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

-

' Pasal 810
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: '

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat, serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 812
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 813
(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat,
serta keprotokolan. : ‘
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
dan administrasi barang milik negara.

_ Pasal 814 ,
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran, kerja
sama, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas
bumi.
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Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814,

Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur, kriteria,
rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan kerja sama dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan minyak dan gas bumi serta pelayanan sertifikasi
kompetensi tenaga minyak dan gas bumi.

Pasal 816
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Rencana dan Program; dan
b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

Pasal 817

(1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur, kriteria,
rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan kerja sama dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan minyak dan gas bumi serta pelayanan sertifikasi
kompetensi tenaga minyak dan gas bumi. |

Pasal 818 ,
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
fugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

Pasal 819
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818,
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan
dan peiatihan minyak dan gas bumi; dan
b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
pelatihan minyak dan gas bumi. ‘
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v Pasal 820
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 821
(1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
 tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di
bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.
(2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
“melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.

_ Pasal 822
Bidang Sarana dan Prasarana Teknis mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sarana dan prasarana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan
minyak dan gas bumi.

Pasal 823
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822,
Bidang Sarana dan Prasarana Teknis menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan
prasarana teknis kilang dan utilitas; dan
b. pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan
prasarana teknis laboratorium dan bengkel.

Pasal 824
Bidang Sarana dan Prasarana Teknis terdiri atas:
a. Subbidang Kilang dan Utilitas; dan
b. Subbidang Laboratorium dan Bengkel.

Pasal 825
(1) Subbidang Kilang dan Utilitas mempunyai tugas melakukan pengelolaan
dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan prasarana
teknis kilang dan utilitas.
(2) Subbidang Laboratorium dan Bengkel mempunyai tugas me|akukan
pengelolaan dan pelayanan jasa serta tempat uji kompetensi sarana dan
prasarana teknis laboratorium dan bengkel.
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Bagian Kelima
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan,
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 826
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan
dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi. :

Pasal 827

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi: -

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bldang
pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi; :

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagahstnkan energi
baru, terbarukan, dan konservasi energi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi; dan »

d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 828 v
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program dan Kerja Sama;
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional

® oo o

- Pasal 829
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi

Energi.
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Pasal 830 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat, serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 831
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 832 :

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian,
organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, serta
keprotokolan. '

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan
administrasi barang milik negara. |

_ ' Pasal 833
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan
pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi. . |

Pasal 834

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833,

Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan
penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan,
energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

b. penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi.

Pasal 835
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Rencana dan Program; dan
b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.
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Pasal 836

(1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan
penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi.

Pasal 837
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang

pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan

konservasi energi.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837,

Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan
-dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi; dan |

b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi
energi. '

Pasal 839
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 840

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang
pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi.

(2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi.
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Pasal 841
Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana
teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841,

Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi: |

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi
tenaga ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
dan

b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang
pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan
konservasi energi.

Pasal 843
Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 844

(1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan
sertifikasi kompetensi tenaga ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi. |

(2) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis
di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan, dan konservasi energi.

Bagian Keenam
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara

Pasal 845
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara mempunyai tugag
" melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara.
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Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi: '

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan
Batubara. '

Pasal 847

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

Bidang Program dan Kerja Sama; | ,
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

® o0

Pasal 848
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Mineral dan Batubara. '

’ Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: ,

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan
masyarakat, serta keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Pasal 850
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

: Pasal 851
) Subbagian' Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian,
organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, 'serta
keprotokolan.
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(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan
administrasi barang milik negara.

Pasal 852 :
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan
pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara. '

Pasal 853 :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852,
Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
c. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan
penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan
batubara; dan

d. penyiapan kerja sama, pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan
‘pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 854
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Rencana dan Program; dan
“b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

Pasal 855

(1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan
penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan
batubara.

(2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
‘penyiapan kerja sama, pengelolaan informasi di bidang pendidikan dan
pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 856
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bidang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 857
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856,
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bldang pendidikan

dan pelatihan mineral dan batubara; dan
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b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 858
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 859

@) Subbndang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas _

- melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

(2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelathan mempunyai tugas

melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bndang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 860
Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana
teknis di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860,

Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetenSI
tenaga mineral dan batubara; dan

b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang
pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara; ‘

Pasal 862
Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 863 |
(1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan
sertifikasi kompetensi tenaga mineral dan batubara.
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(2) Subbidang Pengelolaan Sarana 'dvan Prasaraha mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis
di bidang pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi

Pasal 864
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan dan pelatihan di bidang geologi.

Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Geologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang
pendidikan dan pelatihan geologi;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pendidikan dan pelatihan geologi; dan

d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Pasal 866
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Program dan Kerja Sama;
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
Bidang Standar dan Sarana Prasarana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

® 8o o

v Pasal 867
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
rumah tangga, Kketatausahaan, dan keuangan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Geologi.

Pasal 868
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867,
‘Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: .
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepegawaian, organisasi, tata laksana, hukum, dan hubungan
masyarakat, serta keprotokolan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.
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Pasal 869
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pasal 870
(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian,
organisasi, tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat, serta
keprotokolan. o
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan
administrasi barang milik negara.

Pasal 871 .
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, dan
pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 872
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871,
Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan
laporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi; dan
~ b. penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan geologi.

Pasal 873
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbidang Rencana dan Program; dan
b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi.

Pasal 874
(1) Subbidang Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan
laporan di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.
(2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan pengelolaan kerja sama dan informasi di bidang pendidikan
dan pelatihan geologi.
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Pasal 875
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi di bldang
pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 876
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875,
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
menyelenggarakan fungsi: ‘ ,
a. penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang pendidikan
dan pelatihan geologi: dan
b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan
pelatihan geologi.

Pasal 877
Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 878
(1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan jasa di bidang
pendidikan dan pelatihan geologi.
(2) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan dan pelatihan geologi.

Pasal 879
Bidang Standar dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan

‘penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sarana dan prasarana

teknis di bidang pendldukan dan pelatihan geologi.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879,

Bidang Standar dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sertifikasi kompetensi
tenaga geologi; dan

b. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis di bidang
pendidikan dan pelatihan geologi.
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Pasal 881
-Bidang Standar dan Sarana Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 882 :

(1) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar,
prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta pelayanan
sertifikasi kompetensi tenaga geologi.

(2) Subbidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis
di bidang pendidikan dan pelatihan geologi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 883

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan
‘Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan,
serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 884

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional
Widyaiswara serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang
terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan
Sumber Daya Mineral berdasarkan usulan Sekretaris Badan dan Kepala
Pusat yang bersangkutan. ‘

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB Xii
STAF AHLI

Pasal 885
(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Jenderal. |
(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 886
Staf Ahli di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri
atas: ,
a. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis;
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi;
Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.

® o o0vT

Pasal 887

(1) Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis mempunyai
tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral mengenai masalah kelembagaan dan perencanaan strategis.

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai
masalah ekonomi dan keuangan.

(3) Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai
masalah investasi dan produksi.

(4) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
mengenai masalah tata ruang dan lingkungan hidup.

(5) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai
tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral mengenai masalah komunikasi dan sosial kemasyarakatan.
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BAB Xill
PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 888
(1) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh
seorang Kepala Pusat.

Pasal 889
Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, serta pengkajian
kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral. |

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889; Pusat

Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi pengelolaan data dan informasi Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral secara terintegrasi (single window);

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
pengelolaan data dan informasi, kajian strategis energi dan mineral,
'teknologi sistem informasi energi-dan sumber daya mineral;

c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kajian strategis energi dan
mineral, teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi, kajian strategis, sistem teknologi data dan informasi energi dan
sumber daya mineral; dan

e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber
Daya Mineral.

Pasal 891
Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
Bidang Teknologi Informasi;
Bidang Pelayanan Data dan Informasi,
Bidang Kajian Strategis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

®oao0C
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Pasal 892
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta administrasi keuangan,
hukum, kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, kerja sama,
dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral Pusat Data dan

' Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Data
dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, kerja sama
dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral; dan

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan dan
kepegawaian.

: Pasal 894
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Rencana dan Keuangan;
b. Subbagian Hukum dan Kerja Sama; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 895

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pencatatan PNBP, serta
penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, kerja sama
dan pemasyarakatan data energi dan sumber daya mineral.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan dan
kepegawaian.

Pasal 896
Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan
dan penerapan serta pengelolaan teknologi sistem informasi energi dan
sumber daya mineral.
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Pasal 897 :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896,
Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengkajian perkembangan dan pemanfaatan, rumusan
rencana dan program pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan
pemanfaatan teknologi sistem informasi serta jaringan komunikasi; dan

b. penyiapan bahan pemeliharaan, evaluasi, dan penyiapan kebijakan
teknis penerapan dan integrasi teknologi sistem informasi manajemen
serta sistem jaringan komunikasi.

Pasal 898
Bidang Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi; dan
b. Subbidang Pengéndalian dan Evaluasi Teknologi Informasi.

Pasal 899

(1) Subbidang Perencanaan dan Penerapan Teknologi Informasi mempunyai
tugas melakukan pengkajian perkembangan dan pemanfaatan, rumusan
rencana dan program pengelolaan, pelaksanaan penerapan dan
pemanfaatan teknologi informasi serta jaringan komunikasi. '

(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Teknologi Informasi mempunyai
tugas melakukan pemeliharaan, evaluasi, dan penyiapan norma, standar,
kriteria penerapan dan integrasi teknologi informasi manajemen serta
sistem jaringan komunikasi.

Pasal 900
Bidang Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengolahan dan penyajian data dan informasi energi dan sumber
daya mineral.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900,

Bidang Pelayanan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi,
analisis, integrasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral,
dan

b. penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan penyajian
dan publikasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.
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, Pasal 902
Bidang Pelayanan Data dan Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
b. Subbidang Penyajian Data dan Informasi.

Pasal 903
(1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi,
analisis, integrasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Subbidang Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan penyajian
dan publikasi data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 904
Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
kebijakan strategis lintas komoditi energi dan mineral, serta pényiapan usulan
Rencana Umum Energi Nasional.

Pasal 905
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904,
Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi: |
a. pelaksanaan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi energi, serta
penyiapan usulan Rencana Umum Energi Nasional; dan
b. pelaksanaan pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi mineral.

Pasal 906
Bidang Kajian Strategis terdiri atas:
a. Subbidang Kajian Strategis Energi; dan
b. Subbidang Kajian Strategis Mineral.

Pasal 907
(1) Subbidang Kajian Strategis Energi mempunyai tugas melakukan
pengkajian kebijakan strategis lintas komoditi energi, serta penyiapan
usulan Rencana Umum Energi Nasional. ‘
(2) Subbidang Kajian Strategis Mineral mempunyai tugas melakukan
pengkajia'n kebijakan strategis lintas komoditi mineral.
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Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 908

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat yang bersangkutan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Data dan Informasi
En'ergi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 909

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumiah jabatan fungsional
tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Kepala Pusat.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIvV
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 910

(1) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pembinaan secara administratif dan teknis fungsional terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.
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Pasal 911

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Pusat
Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan barang
milik negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

. pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian barang milik negara;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penatausahaan,
pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik
negara; dan

. pelaksanaan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 913

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

a.
b.
c.

Bagian Tata Usaha;

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara;

Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 914

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta administrasi keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan data dan informasi

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.
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Pasal 915 - v

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 914,

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat
Pengelolaan Barang Milik Negara; |

b. pelaksanaan administrasi rumah tangga, kearsipan dan kepegawaian;
dan

c. pengelolaan data dan informasi.

Pasal 916
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Rencana dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 917

(1) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, serta penyiapan bahan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat
Pengelolaan Barang Milik Negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
administrasi rumah tangga, kearsipan dan kepegawaian.

(3) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 918
Bidang Penatausahaan Barang Milk Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan penatausahaan barang milik
negara.

Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918,

Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang
minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara di bidang
energi, mineral, batubara, serta barang milik negara Unit Utama.
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Pasal 920
Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:
a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi;
dan
b. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral,
Batubara, dan Unit Utama.

Pasal 921

- (1) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang
milik negara di bidang minyak dan gas bumi.

(2) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Negara Energi, Mineral,
Batubara, dan Unit Utama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan barang milik negara di bidang energi, mineral, batubara,
serta barang milik negara Unit Utama.

Pasal 922
Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik
Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan
pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara.

Pasal 923 _

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922,

Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik

Negara menyelenggarakan fungsi: '

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara
minyak dan gas bumi; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara
energi, mineral, batubara, dan barang milik negara Unit Utama,

Pasal 924
Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik
Negara terdiri atas: .
a. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Energi, Mineral, Batubara, dan Unit Utama.
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Pasal 925

(1) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapah bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik negara
minyak dan gas bumi. ;

(2) Subbidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Energi, Mineral, Batubara dan Unit Utama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan. penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemanfaatan barang

milik negara energi, mineral, batubara, dan barang milik negara Unit
Utama.

. Pasal 926
Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan

pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- barang milik negara. . x

Pasal 927
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926,
Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik
negara; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pemeliharaan barang milik negara.

‘ Pasal 928
Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan terdiri atas:
a. Subbidang Pengamanan Barang Milik Negara; dan
b. Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pasal 929 ,

(1) Subbidang Pengamanan Barang Milk Negara mempunyai tugas
melakukan = penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
barang milik negara.

(2) Subbidang Pemeliharaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara.
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Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 930
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat yang bersangkutan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusat Pengelolaan Barang
Milik Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 931

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional
tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior,
yang diangkat oleh Kepala Pusat.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 932
Pimpinan Unit Eselon | dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, waijib
bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 933
Pimpinan Unit Eselon | dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 934 A
Semua unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun dalam hubungan dengan lembaga
lain yang terkait. ‘
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Pasal 935
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. | '

Pasal 936
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.

Pasal 937
Setiap satuan organisasi Unit Eselon | dan Unit Eselon Il Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun laporan berdasarkan pedoman
penyusunan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 938
Semua unsur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 939
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

Pasal 940 v

(1) Setiap satuan organisasi Unit Eselon Il merumuskan dan melaksanakan
sistem dan prosedur kerja pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu pada
Unit Eselon Il. yang bersangkutan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit
Eselon | atau Pimpinan Unit Eselon Il sesuai kewenangan, setelah
mendapatkan telaahan ketatalaksanaan oleh Sekretariat Jenderal. _

(2) Penyusunan sistem dan prosedur kerja dirumuskan berdasarkan
pedoman penyusunan tata laksana Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.

, Pasal 941
Tata kerja pembinaan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara oleh
Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910 ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersendiri.
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BAB XVi
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

, Pasal 942

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala
Badan adalah jabatan struktural eselon L.a. ~

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon L.b.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Dlrektorat
Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan adalah
jabatan struktural eselon ll.a. '

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bxdang adalah jabatan
struktural eselon lil.a.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan
struktural eselon IV.a.

Pasal 943

(1) Pejabat struktural eselon | diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. ,

(2) Pejabat struktural eselon Il ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(3) Pejabat struktural eselon il ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan
oleh Pejabat yang diberi pehmpahan wewenang oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

| Pasal 944

(1) Satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dapat membentuk organisasi yang diperlukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menterl
Energi dan Sumber Daya Mineral tersendiri.

Pasal 945
(1) Perubahan atas susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon | pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh Presiden
atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
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(2) Perubahan atas susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon Il ke bawah
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 946
Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur
berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 947

(1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral terdiri atas:

a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian
(BPPTK);

b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah; dan

c. Museum Geologi.

(2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan susunan organisasi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri ini sesuai keterkaitan tugas
dan fungsi.

- Pasal 948 .
Struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
satuan organisasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
tercantum dalam Lampiran | s.d. Xll, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 949
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 950
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 22 November 2010
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 552

Salinan sesuai daqgan aslinya

gl
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STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO
PERENCANAAN DAN
KERJA SAMA
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PROGRAM DAN ANALISIS DAN KERJA SAMA
PERENCANAAN UMUM ANGGARAN EVALUASI
Subbagian Perencanaan Subbagian Program Subbagian Analisis .
Umum || dan Anggaran n dan Evaluasi ) Subbagian
] Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kerja Sama Bilateral KELOMPOK
dan Ketenagalistrikan dan Ketenagalistrian dan Ketenagalistrikan
JABATAN
' . FUNGSIONAL
Subbagian Perencanaan Subbaglan Program Subbagian Subbagi
L Umum Mineral, dan Anggaran Mineral, Analisis dan Evaluasi _Subbagian
Batubara, Energi Baru, j-4  Batubara, Energi Baru, - Mineral, Batubara, |- Kerja Sama Multilateral
Terbarukan, Konservasi Terbarukan, Konservasi Energi Baru, Terbarukan, dan Regional
Energi, dan Geologi Energl, dan Geologi Konservasi Energi, dan Geologi -
Subbagian Subbagian Subbagian L Subbagian
L4 Perencanaan Umum - Program dan Anggaran . 1 Analisis dan Evaluasi Kerja Sama
Penunjang Penunjang ~ Penunjang Dalam Negeri :
- D S
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BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO
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ORGANISASI
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PERENgaNn% RSN MUTEQ%?(?AWAI KINERJA DAN ORGANISASI DAN
PENGEMB INFORMASI PEGAWAI TATA LAKSANA
PEGAWAI
Subbagian .
Subbagian Ki Kkatan, Pemindahan, Subbagian Subbagian
B Pz:rencanaan dan | e%:?\gP:mgerhee':t?ana o | Kinerja ngawal | Kelembagaan KELOM POK
gadaan Pegawai Pegawal
JABATAN
FUNGSIONAL
Subbagian Subbagian
Pontogramgan H e H o Dmplingan | L S
Karir Pegawai utas _ Kesejahteraan Pegawai
i Subbagian
| l_“elslubbaglan Subbagian Subbagian
gembangan — Kepegawaian ~  Data dan Informasi
Kompetensi Pegawai Sekretariat Jenderal |- Kepegawaian Pengembangan Jabatan
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BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO
KEUANGAN
ANGGARAN ANGGARAN BAGIAN BAGIAN
PENDAPATAN BELANJA PERBENDAHARAAN AKUNTANSI
PSubbagian ' Subbagian p ?’:bgagian il:‘bbamglarln
1 (-] — P A - erbendaharaan - ntans
Anggar:%u:::::patan enyustgt;:nj: ggaren Sekrotariat Jenderal Anggara:ll Pendapatan KE LOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
I Pelaksanaan Anggaran -] Pelaksanaan Anggaran = Perbendaharaan <4 Akuntansi Anggaran
Pendapatan Belanja Unit Utama Belanja
| Subbagian Subbagian -~ Subbaglan Subbagian
Evaluasi Anggaran ~{ Evaluasi Anggaran =1 Administrasi Pelaksanaan 4
Pendapatan Belanja Perbendaharaan Laporan Keuangan
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BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
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MASYARAKAT

BAGIAN BAGIAN
PENYUSUNAN PENELAAHAN BAGIAN BANTUAN BAGIAN HUBUNGAN
PERATURAN HUKUM MASYARAKAT
PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM

1

Subbagian

Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi

dan Geologi

|

Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservas! Energi

Batubara, dan Geologi

|

Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservas! Energl

Batubara, dan Geologi

|

Hubungan Media

Subbagian Subbagian '
Perundang-undangan Penelaahan Hukum Bantuan Hukum Min; - Subbagian
= - yak
Minyak Minyak dan Gas Bumi dan Gas Bumi Hubungan Kelembagaan KELOMPOK
dan Gas Bumi J AB AT AN
Subbagian Subbagian Subbagian FU N GS I O NAL
Perundang-ugndangan Penelaahan Hukum Bantuan Hukum Subbagian
= Ketenagalistrikan, - - Ketenagalistrikan, - Ketenagalistrikan, - Peliputan dan

Subbagian Subbagian Subbagian Subbagian
L Perundang-undangan L Penelaahan g L_ g
Mineral, Batubara, "Hukum Mineral, "' Bantuan Hukum Mineral, Dom:s::‘l?assildan
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L4 Tata Usaha Sekretari L—|  Protokol Sekretariat — : - Rumah Tangga
@ ?En?!eralre e " oJoemieer: e Pengelolaan Inventaris SekretariatJe%deral
i Subbagian
Subbagian B | | Subbagian | Subbagian
Tata Usaha Staf Ahli o e':;?;::‘;’;’:::"; - Distribusi dan Pelaporan Pemeliharaan
L Subbagian

Kearsipan
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STRUKTUR ORGANISASI
'DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT
JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL MINYAK

DAN GAS BUMI
DIREKTORAT “ DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PEMBINAAN PEMBINAAN USAHA PEMBINAAN USAHA TEKNIK DAN

PROGRAM MINYAK HULU MINYAK DAN HILIR MINYAK DAN LINGKUNGAN MINYAK

DAN GAS BUMI GAS BUMI GAS BUMI DAN GAS BUMI
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| " STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL MINYAK DAN
GAS BUMI
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN KEUANGAN HUKUM UMUM DAN
LAPORAN i KEPEGAWAIAN
Subbagian Subbagian
H Penyiapan -~ Persbi:zaa?\'::\aan | Penyusunan Peraturan ] ) '?:;bssg:; KE LOM PO K
Rencana dan Program Perundang-undangan v JAB ATAN
FUNGSIONAL
1 Subbagian ' n Subbagian | Subbagian | Perli:ztl::g;a: dan
Pengelolaan Informasi Kekayaan Negara Pertimbangan Hukum Rumah Tangga
Subbagian ng Subbagian | Subbagian L Subbagian
Evaluasi dan Laporan Akuntansi Informasi Hukum Kepegawaian
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DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT
PEMBINAAN PROGRAM
| MINYAK DAN GAS BUMI
SUBDIREKTORAT . SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PENYIAPAN PROGRAM '|:\$gs(§r%?ms¢:K PENERIMAAN NEGARA POT M SER! KERJA SAMA MINYAK
MINYAK DAN GAS BUMI DAN GAS BUMI MINYAK DAN GAS BUMI MINYAK DAN GAS BUMI DAN GAS BUMI
| KELOMPOK
Seksi Seksi ; b Seksi p Seksi Ket ss;kséllateral JABATAN
i P b | ta nggunaan erja Sama
Pez::ﬁiii;:r:ﬁir:;:k u e"ger!.!.l‘saai?ag ;:ngves g Pene:::::mznara a Bareangggogerasl |  dan Dalam Negeri FUNGSIONAL
dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Penyiapan Program || Pengembangan Investasi L Perhitungan Penggunaan || Kerja Sama Mulitilateral
Pemanfaatan : Usaha Hilir : Penerimaan Negara Tenaga Kerja dan Regional

Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi
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DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT
PEMBINAAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS
BUMI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
) PENGEMBANGAN sg:ﬁgRAEvchng PENILAIAN sg:ﬁg‘fmm-r PENGEMBANGAN
WILAYAH KERJA MINYAK EKSPLORAS! MINYAK PENGEMBANGAN USAHA EKSPLOITASI MINYAK wul-J?\YNAGHAléEBRlJJ?II mgLAK
DAN GAS BUMI HULU MINYAK DAN GAS
KONVENSIONAL DAN GAS BUMI BUM! DAN GAS BUMI KONVENSIONAL
KELOMPOK
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi . JABATAN
H penyiapaniayanora | 1 Peaganan Usaha Peraian Ko relmanlett | e | | FUNGSIONAL
Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Buml Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Penawaran |_| Pemantauan dan Evaluasl | | Penilaian Rencana Pemantauan Usaha | | Penawaran Wilayah
T Wilayah Kerja Usaha Eksplorasi Pengembangan Lapangan Eksploitasi Kerja Minyak dan Gas Bumi
Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional
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DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT
PEMBINAAN USAHA
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SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGOLAHAN MINYAK PENGANGKUTAN PENYIMPANAN MINYAK NIAGA MINYAK DAN HARGA DAN SUBSIDI
DAN GAS BUMI MINYAK DAN GAS BUMI DAN GAS BUMI GAS BUMI BAHAN BAKAR
KELOMPOK
Seksi Seksi Seks Soksi Seksi . dﬁggEhTAL
-] Pengolahan Minyak Bumi = Pengangkutan - Penyimpanan
dan Pelumas Minyak Bumi Minyak Bumi Niaga Minyak Bumi Harga Bahan Bakar
Sekst Seksl
Seksi L L . Seksl Seksi
. . Pengangkutan Penyimpanan ; . Kka
Pengolahan Gas Bumi Gas Bumi Gas Bumi Niaga Gas Bumi Subsidi Bahan Bakar




LAMPIRAN 1iI-5
PERATURAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR @ 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT TEKNIK

DAN LINGKUNGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
SUBDIREKTORAT -
SUBDIREKTORAT KETEKNIKAN DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI KESELAMATAN KESELAMATAN HULU KESELAMATAN HILIR USAHA PENUNJANG
MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI MINYAK DAN GAS BUMI MINYAK DAN GAS BUMI
MINYAK DAN GAS BUMI :
KELOMPOK
Seksi Seksi Seksi Seksi
| | Penyiapan dan Penerapan || K etse?(lr(tsili(an Keselamatan Pekerja Keselamatan Pekerja Usaha P en?m?an g Hulu JABATAN
Standardisasi Hulu Minvak dan Gas Bumi dan Umum Hulu dan Umum Hilir Minyak dan Gas Bumi FUNGSIONAL
Minyak dan Gas Bumi inyak dan Gas Bum Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi
Seksi Seksi Seksi
Seksi Seksi
Penyiapan dan Penerapan Keselamatan Keselamatan .
" Standardisasi Hill y Kesslamatan Lingkungan Instalas] Hulu Instalasi Hillr ‘:nsl:';:: e R
Minyak dan Gas Bumi nyak dan Gas Bum Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi




LAMPIRAN {V

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT
JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT ~ DIREKTORAT DIREKTORAT
PEMBINAAN PEMBINAAN TEKNIK DAN
PROGRAM PENGUSAHAAN LINGKUNGAN
KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN




LAMPIRAN IV-1 ,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

- STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN KEANGAN AN UMUM DAN
LAPORAN KEPEGAWAIAN
Subbagian Subbagian
al Penyiapan = P ei:?‘%z%i:; an = Penyusunan Peraturan - .':‘ :t:bg f:': KE LO M PO K
Rencana dan Program Perundang-undangan JAB ATAN
FUNGSIONAL
Subbagi
| Subbagian 1. Subbagian n Subbagian " Perle:g::g:: dan
Pengelolaan Informasi Kekayaan Negara Pertimbangan Hukum Rumah Tangga
i Subbagian | Subbagian i Subbagian | Subbagian
Evaluasi dan Laporan Akuntansi Informasi Hukum Kepegawaian




LAMPIRAN (V-2

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

© 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

- DIREKTORAT

PEMBINAAN PROGRAM
KETENAGALISTRIKAN
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT S i<y DT SUBDIREKTORAT INFORMASI SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN PROGRAM PENDANAAN KERJA SAMA KE;ENAGA;I\SA‘I;?%SA:‘).AN LISTRIK PERDESAAN
TENAGA LISTRIK TENAGA LISTRIK KETENAGALISTRIKAN NPV EREMER&NTAH
| | | KELOMPOK
Penyiapen Brogram Solsl_ o JSewal | Solal | Skt JABATAN
B - Investas u erja Sama Bilatera u nformas = rog
?I'?::;: Eg::l'l‘( Tenaga Listrik dan Dalam Negeri Ketenagallstrikan !.lstrlk Perdesaan FUNGSIONAL
 Seksi Seksi Seksi Seksl Seksi
|| Penyiapan Program L Pendanaan L Kerja Sama — Penyertaan Modal " Pendanaan Listrik
T:::gy:lll.lil:t?ik Tenaga Listrik Muititateral dan Regional Pemerintah Perdesaan




LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR @ 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

| STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGUSAHAAN
KETENAGALISTRIKAN
N anN R AN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
HARGA DAN SUBSIDI HUBUNGAN KOMERSIAL PERLINDUNGAN
PENGAWASAN USAHA BIMBINGAN USAHA LISTRIK TENAGA LISTRIK KONSUMEN LISTRIK
TENAGA LISTRIK TENAGA LISTRIK
KELOMPOK
Seksi Soksi Seksl Seksi Peryl f:a":'muran JABATAN
B Pengaturan - - Harga Jual dan Sewa - Fasilitasi Hubungan - : |
Usaha Tenaga Listrik Pelayanan Usaha Jaringan Tenaga Listrik Komersial Perlmdunﬂ:?ﬂl'((onsumen FUNGSI ONAL
' Seksl
Seksi Seksi Seksi
Seksl L : Pengawasan
| Pengawasan Usaha L Tarif Tenaga Listrik i~ Fasilitasi Penyelesaian -
Tenaga Listrik Bimbingan Usaha dan Subsidi Perselisihan Perlindul;-g‘:tr:il‘fonsumen




LAMPIRAN IV4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR  : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

, STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT TEKNIK
DAN LINGKUNGAN
KETENAGALISTRIKAN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
; KELAIKAN TEKNIK DAN PERLINDUNGAN
STANDARDISASI KESELAMATAN LINGKUNGAN TENAGA TENAGA TEKNIK USAHA PENUNJANG
KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN LISTRIK KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN
KELOMPOK
Seksi Seksi Seksi Seksti
| Perumusan n Kel a.sekfrl knik || Perlindungan Lingkungan || Penyiapan Kompetensi Pelayanan JABATAN
Standardisasi elaikan ek Pembangkitan Tenaga Teknik Usaha Penunjang FUNGSIONAL
Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Tenaga Listrik Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan

Penyaluran Tenaga Listrik

Teknik Ketenagalistrikan

Seksi
Pensgeal\‘fvs;san || Seksi Perlind Sektl' K L.l Penga wsazﬁi‘r enaga n Pengawasan
— Standardisasi Keselamatan erlindungan Lingkungan g g Usaha Penunjang

Ketenagalistrikan




LAMPIRAN V ‘
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR
TANGGAL

- 18 Tahun 2010
* 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI

'DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- DIREKTORAT
JENDERAL MINERAL
DAN BATUBARA

__—-]

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL MINERAL
DAN BATUBARA

MINERAL DAN
BATUBARA

DIREKTORAT
PEMBINAAN PROGRAM

DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGUSAHAAN
MINERAL

DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGUSAHAAN
BATUBARA

DIREKTORAT
TEKNIK DAN

DAN BATUBARA

LINGKUNGAN MINERAL




LAMPIRAN V-1
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR

TANGGAL

18 Tahun 2010
122 November 2010
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL MINERAL
DAN BATUBARA
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DA LG
Subbagian‘ ubbagian 'Subhagian ubbaglan
I B - R B s R e I KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
ubbagian Subbagian
] Pengeslz:)azzgli:;rmasi B Keli;:::grtzara ] Pertln?b::gag; Hukum | P;;I:‘:%k:::;g:an
| Subbagian L Subbagian Subbagian Subbagian
Evaluasi dan Laporan Akuntansi Informasi Hukum Kepegawaian




LAMPIRAN V-2

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT
PEMBINAAN PROGRAM
MINERAL DAN
BATUBARA.
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
iy tivi-e ENGENBANCAN A PERENCANAAN PRODUKS! | | PERENCANAANWILAYAH | | PENERIMAAN NEGARA
" | MINERAL DAN BATUBARA SAMA MINERAL DAN DAN PEMANFAATAN DAN INFORMAS! MINERAL MINERAL DAN
BATUBARA MINERAL DAN BATUBARA DAN BATUBARA BATUBARA
KELOMPOK
| Seksi Seksi Seksl Seksl Seksi JABATAN
Penyiapan Program i— Pengembangan Investasi 1 Perencanaan Produksi = Perencanaan -+  Penerimaan Negara FUN GSIONAL
Mineral dan Kerja Sama Mineral Mineral dan Batubara Wilayah Pertambangan Mineral
| | Seksi L ) Seksi Soksi Seksi Seksi
Penyiapan Program Pengembangan Investasi L Pemanfaatan - informasi L-{ Penerimaan Negara
Batubara dan Kerja Sama Batubara Mineral dan Batubara Mineral dan Batubara Batubara




LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN-S

UMBER DAYA MINERAL

Eksplorasi Mineral

NOMOR : 18 Tah :
TANGGAL : 22 Nov.ggbggl’gOlO
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGUSAHAAN
MINERAL .
1 SUBDIREKTORAT
SUDETORAT | | poniimerronat,, | | coicamsomisan | | SvERRSKIORL || et
MINERAL EKSPLORASI MINERAL | “PEMASARAN MINERAL MINERAL MINERAL
KELOMPOK
’ e Pe"zzl‘(:;sa“ vasan Usah Bimbi an A Fasilita iSSKSi fisihan JABATAN
m elayanan Usaha — . - ngawasan Usal - mbingan aran - si Perselisiha
I:kslp{orasi Ibljinehral Penyelidikan Umum dan Opl:asgl Produ';::lenaenl Biayangsahunlg?rler:al af!an Tenaga Kerja FUNGSIONAL

Seksi

Produksi Mineral

Seksi

Pelayanan Usaha Operasi| -

- Pongawasan Kelayakan
- Usaha Mineral

Seksi

— Pengawasan Pemasaran

Mineral

Seoksi

|_| Bimbingan Pengelolaan

Barang Operasi Usaha
Mineral

Seksi

Pengembangan dan
Pemberdayaan
Masyarakat




LAMPIRAN V-4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010
- STRUKTUR ORGANISASI .
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGUSAHAAN
BATUBARA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN USAHA PENGAWASAN USAHA
P A Ra A EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI DAN B'MBB%.GU“;‘A‘;?“A ”UBUNfA“}%ggngS'AL
BATUBARA PEMASARAN BATUBARA
| | | | KELOMPOK
Seksi Seksl 1
Seksi Seksi Seksi JABATAN
] | _|Pengawasan Penyelidlkan! | | Pengawasan Usaha ] Bimbi A | Fasiiitasi Perselisihan
Ell:::;z::saint::g:ra Umumg:ruszrs: lorast Op eséa::ul:);or:uksl BI:;/a rl:lgaa?m gg?:br::a dan Tenaga Kerja FUNGSIONAL
Seksi Seksi Seksi
Seksi Seksi i Pengembangan dan
L Pelayanan Usaha L Pengawasan Kelayakan " &= Pengawasan Pemasaran | Bimbingan Pengelolaan Pg b dg
OperBaasti u:':,:"ks' Usaha Batubara Batubara Barangaoar:t:::al Usaha elv':;s?;r:{:?n




LAMPIRAN V-5

PERATURAN MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL

: 18 Tahun 2010
: 22 November 2010

NOMOR
TANGGAL

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

. DIREKTORAT TEKNIK
DAN LINGKUNGAN
MINERAL DAN
- BATUBARA

—

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI DAN PENGAWASAN TEKNIK KESELAMATAN PERLINDUNGAN KONSERVASI
USAHA JASA MINERAL MINERAL DAN PERTAMBANGAN LINGKUNGAN MINERAL MINERAL DAN
DAN BATUBARA - BATUBARA MINERAL DAN BATUBARA DAN BATUBARA BATUBARA
KELOMPOK
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi JABATAN
m Standardisasi — Pengawasan Teknik = Keselamatan - Perlindungan .
Mineral dan Batubara Mineral Pertambangan Mineral Lingkungan Mineral Konservasi Mineral FUNGSIONAL
Seksi Seksi Soksi Seksl Seksi
-1 Usaha Jasa Mineral dan 1 Pengawasan _— Keselamatan - Perlindungan —
Batubara ' Teknik Batubara Pertambangan Batubara - Lingkungan Batubara Konservasi Batubara




LAMPIRANVI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR @ 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

| STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- DIREKTORAT
JENDERAL ENERGI
BARU, TERBARUKAN,
‘DAN KONSERVASI
ENERGI
SEKREfARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN
KONSERVAS! ENERGI
I
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DIREKTORAT
PANAS BUMI BIOENERGI DAN ENERGI KONSERVASI ENERGI
TERBARUKAN




LAMPIRAN Vi1
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR . : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
' SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL ENERGI
BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI
ENERGI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN KEUANGAN HUKUM UMUM DAN
LAPORAN » KEPEGAWAIAN
Subbagian Subbagian
M Penyiapan — Subbaglan — Penyusunan Peraturan - Subbagian KE LO M PO K
Perbendaharaan Tata Usaha
Rencana dan Program Perundang-undangan _ J AB AT AN
FUNGSIONAL
i
| Subbagian n Subbagian ] Subbagian n P erlsetl!g::g:r:‘ dan
Pengelolaan Informasi Kekayaan Negara Pertimbangan Hukum Rumah Tangga
Subbaglan | | Subbagian | | Subbagian | Subbagian
Evaluasi dan Laporan _ Akuntansi ]  Informasi Hukum Kepegawaian




LAMPIRAN VI-2 '
PERATURAN MENTER| ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

DIREKTORAT
PANAS BUMI
SUBDIREKTORAT : SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGAWASAN S oA SUBDIREKTORAT KETEKNIKAN DAN
PENYIAPAN PROGRAM B S hanas BIMBINGAN USAHA INVESTAS! DAN KERJA LINGKUNGAN PANAS
PANAS BUMI BUMI PANAS BUMI SAMA PANAS BUMI BUMI
KELOMPOK
Seksi Seksi ‘Seksl Sekel Seksi JABATAN
B Perencanaan —| Pengawasan Eksplorasi |  Pelayanan Usaha ] investasiPanas Bumi | Keteknikan Panas Bumi FUNGSIONAL
Panas Bumi Panas Bumi Panas Bumi
Seksi
Seksl Seksl Seksi
| | Penyiapan dan Evaluasi L pen L ; ‘ Seksi - Periindungan
. gawasan Eksploitasi Bimbingan Usaha . ) e g
v:i;?;ashe‘;e;lea Panas Bumi Panas Bumi Kerja Sama Panas Bumi Lingkungan Panas Bumi




LAMPIRAN VI-3

NOMOR
TANGGAL

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

- ‘PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

: 18 Tahun 201
© 25 yapun, 2010010

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BIOENERGI

DIREKTORAT
BIOENERGI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
e PELAYANAN DAN INVESTASI DAN KERJA KETEKNIKAN DAN
BIOENERGI PENGAWASAN USAHA SAMA LINGKUNGAN
: BIOENERGI BIOENERGI BIOENERGH
KELOMPOK
Seksi Seksi Seksi Soksi JABATAN
] Perencanaan = Pelayanan Usaha - Keteknikan
Bioenergi Biognergi Investasi Bioenergl Bioenergi FUNGSIONAL
Seksl Soksi Soksi Pormenal an
1 Analisis dan Evaluasi -1  Pengawasan Usaha ] Kerja Sama Llngkunan
Program Bioenergi Bioenergl Bioenergl Bioenergi




LAMPIRAN VI4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR  : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT
ANEKA ENERGI BARU
DAN ENERGI
TERBARUKAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN PROGRAM PELAYANAN DAN INVESTAS! DAN KERJA KETEKNIKAN DAN
ANE&E@E%%GBIARU PENGAWASAN USAHA SAMA ANEKA ENERGI Lgl&l;%t:gﬁ: l?lgil}(‘A
TERBARUKAN Ali%g‘?ggé:’;ﬁggf" B%gﬂgm Gl ENERGI TERBARUKAN
KELOMPOK
oy Al Pel stlk'lh Anek l sgl:’: ki Ket ksi:l;ﬂA k JABATAN
P ki tas n Aneka
Enorgl Baru dan | Enorgl Baru dan A Enorgi Baru dan | ‘Enorg Baru dan FUNGSIONAL
Energi Terbarukan Energi Terbarukan Energi Terbarukan Energl Terbarukan
Seksi Seksi , Seksi Seksi
|| Analisis dan Evaluasi Pengawasan Usaha || Kerja Sama Aneka |_Perlindungan Lingkungan
Program Aneka Energi Baru Aneka Energi Baru dan Energl Baru dan Aneka Energl Baru dan

dan Energi Terbarukan

Energi Terbarukan

Energl Terbarukan

Energi Terbarukan




LAMPIRAN VI-5

PERATURAN MENTER!I ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
* 18 Tahun 2010

NOMOR

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

DIREKTORAT
KONSERVASI ENERGI

]

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

' , ' : KTO
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT sugg&zs;gcz:ﬂ BITEGAN TERNIS
PENYIAPAN PROGRAM PENGAWASAN TEKNO EKONOMI TEKNOLOGI ENERGI DAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN ENERGI EFISIENS!| ENERGI ENERGI BERSIH DAN EFISIEN KONSERVASI ENERGI
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
(- Prakiraan Kebutuhan - Pengawasan — Analisa Harga i~ Penerapan Teknologi —{ Bimbingan Teknis
Energi Manajemen Energi Lintas Energi Energl Bersih Konservasi Energi
Seksi L Seksi - Sekst Seksi §eksi
1 Perencanaan Pengawasan Labelisasi — Insentif dan Disinsentif - Penerapan Teknologi ~ Kerja Sama )
Pemanfaatan Energi Pemanfaat Energi Energi Efisiensi Energi Konservasi Energi




LAMPIRAN VI '
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR
TANGGAL

: 18 Tahun 2010
: 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT
JENDERAL

INSPEKTORAT |

INSPEKTORAT 1l

INSPEKTORAT i

INSPEKTORAT IV




LAMPIRAN Vi1 Ny
PERATURAN MENTER!I ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL -: 22 November 2010

- STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT
JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN PEMANTAUAN, O DAN BAGIAN
RENCANA DAN EVALUASI, DAN UMUM
KEUANGAN LAPOR:\N KEPEGAWAIAN
KELOMPOK
Subbagian n Pz‘rlnbal:uatg:xa:n n Subbaglan B Subbagian JABATAN
Rencana Evaluasli, dan La;;oran i Hukum Tata Usaha FU N GS |O NAL
Subbagian Subbagl
L Subbagian n Pemantauan, L Subbagian L ubbagian
Keuangan Evaluasi, dan Laporan I Kepegawalan Rumah Tangga




LAMPIRAN V-2

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

INSPEKTORAT |

STRUKTUR ORGANISASI
~ INSPEKTORAT | S.D.IV
INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT Il

Subbagian
Tata Usaha
Inspektorat |

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR

INSPEKTORAT lli

Subbagian
Tata Usaha
Ingpektorat Ul

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR

INSPEKTORAT IV

Subbagian
Tata Usaha
Inspektorat Hll

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR

Subbagian
Tata Usaha
Inspektorat IV

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR




LAMPIRAN Vil

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR
TANGGAL

:-18 Tahun 2010
: 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
o BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BADAN GEOLOGI

SEKRETARIAT
BADAN GEOLOGI

PUSAT

GEOLOGI

SUMBER DAYA

PUSAT
VULKANOLOGI DAN
MITIGASI BENCANA

GEOLOGI

PUSAT
SUMBER DAYA AR
TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN

PUSAT
SURVEI GEOLOGI




- LAMPIRAN Vill-1 - '
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

NOMOR . 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 Tahun 2010
STRUKTUR ORGANISASI
'SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
SEKRETARIAT
BADAN GEOLOGI
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN
LAPORAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN uMmum
il ] ] |
" Subbagi Subbagian
H Ponyispn H. admiitras - cotmmmaraan H o f
Rencana Kerja Kepegawaian
Subbagian Subbagian | Subbagian | :u:bag:’an
i Plel:‘fgirl;x)laas?n Pell(ligneer?j:al’neggaa:vg?n Kekayaan Negara Hubun:a:':ﬂa:;arakat
Subbagian L .PSubblagllan L Subbagian Subbagian
Evaluasl dan Laporan Jabatea?lg:u?l::ir:mal " Akuntansi Rumah Tangga




-LAMPIRAN ViiI-2
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
BADAN GEOLOGI

PUSAT SUMBER DAYA
GEOLOGI
BAGIAN
TATA USAHA
|
1 |
St:}bbagian Subbagian
mum
dan Kepegawaian Keuangan
BIDANG
BIDANG BIDANG
PROGRAM DAN KERJA SARANA TEKNIK INFORMASI
KELOMPOK
e Subbidang ] Subbidang ' n P e:;::::::gm JABATAN
Program Laboratorium Informas! FU NGS I ON AL
| | - Subbidang Subbidang ' | Subbidang -
Kerja Sama Sarana Penyelidikan Keprospekan




———*w?—“——ﬁ

LAMPIRAN VIiI-3

- PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BADAN GEOLOGI

PUSAT
VULKANOLOGI DAN
MITIGAS| BENCANA

GEOLOGI
BAGIAN |
TATA USAHA
I
I ]
Su‘!}mgr:‘an Subbagian
dan Kepegawalan Keuangan
BIDANG
BIDANG BIDANG
Bhievaioniea MITIGASI GEMPA BUMI EVALUASI POTENSI
GUNUNGAPI DAN GERAKAN TANAH BENCANA
] SRR —
Subbid ' , KELOMPOK
ubbicang ' Subbidang
| |  Pengamatan dan — Subbidang | Evaluasi Bencana JABATAN
Penyelidikan Gunungapi Mitigasi Gempa Bumi G api
Wilayah Barat unungap FUNGSIONAL
Subbidang ‘ Subbidang
Pengamatan dan : L s";::g:’::g | EvaluasiBencana
Penyelidikan Gunungapi Gempa Bumi
Wilayah Timur Gerakan Tanah dan Gerakan Tanah

Ketentuan: -
Kedudukan organisasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi
~ Kegunungapian berada di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.




LAMPIRAN Vill-4
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR - : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November. 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN
BADAN GEOLOGI

PUSAT
SUMBER DAYA AIR
TANAH DAN GEOLOGI
LINGKUNGAN
BAGIAN
TATA USAHA
]
i |
Subbagian . Subbagian
dan K‘:‘;‘:g':waian Keuangan
BIDANG BIDANG BIDANG
AIR TANAH GEOLOGI LINGKUNGAN GEOLOGI TEKNIK
: KELOMPOK
— Inv::;t:::;‘lgdan - Geo:;lbtli:ga:gngan . l:::ﬁﬁlas?sl » JABATAN
Konservasi Air Tanah Regional Geologi Teknik FUNGSIONAL
Subbidang Subbidang Subbid:
: Pe“:;’:g:::a“ . G“":,?.‘rtg‘g::“a" - Evaluasreeolz:?nknik




LAMPIRAN VIiI-5

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

: 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

Ketentuan:

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SURVE!I GEOLOGI
BADAN GEOLOGI

PUSAT

SURVEI GEOLOGI

BAGIAN
TATA USAHA

Subbagian
Umum dan Kepegawaian

Subbagian
Keuangan

-

BIDANG
PROGRAM DAN KERJA
SAMA

— I

Subbidang
Program

a Subbidang
Kerja Sama

BIDANG BIDANG
SARANA TEKNIK INFORMASI
SR I |
Subbidang Subbidang
Laboratorium Sistem informasi

Subbidang
Sarana Penyelidikan

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Palayanan informasi

Suhbidang

Kedudukan organisasi Museum Geologi berada di bawah Pusat Survei Geologi.




- ; o

LAMPIRAN IX - -
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR  : 18 Tahumn 2010
TANGGAL : 22 November 2010

|

- STRUKTUR ORGANISASI |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
|
|

BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

SEKRETARIAT

BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

ENERGI DAN SUMBER .

DAYA MINERAL

PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINYAK KETENAGALISTRIKAN, ENERGI
DAN GAS BUMI BARU, TERBARUKAN, DAN TEKNOLOGI MINERAL GEOLOGI
“L EMIGAS” KONSERVAS! ENERGH DAN BATUBARA KELAUTAN




LAMPIRAN IX-1 '

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

' STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SEKRETARIAT BADAN

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
- MINERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN .
LAPORAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM
Subbagian SUbbaglén Suﬁb agian Subbagian
B Penylapan = Rencana dan = b Tata Usaha dan
Rencana xainrogram Pengembangan Perbendaharaan Rumah Tangga KELOM]_';\(’?IK
JABA
FUNGSIONAL
| | Subbagian Kerja Sama ] Subbagian n Subbagian | Subbagian
dan Informasi Mutasi Kekayaan Negara Perlengkapan
. Sthégian
Subbagian Evaluasi Subbagian ' L Subbagian
H dan Laporan L ' Peng:::)r::::lp.:‘aat:atan ) L v Akuntansi Hukum ‘




LAMPIRAN iX-2

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

" TANGGAL : 22 November 2010

, STRUKTUR ORGANISASI
'PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS”
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI

“LEMIGAS”
BAGIAN
TATA USAHA
1
I 1
Sull;bagian Subbagian
mum
dan Kepegawaian Keuangan

| E— | ‘ ]

BIDANG BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN AFILIASI DAN
PROGRAM SARANA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN INFORMASI
| KELOMPOK
- Subbidang - Penyele:;gba!:lad:: genelitlan N o Subbidang JABATAN
Penylapan Rencana dan Pengembangan Afiliasi FUNGSIONAL
Subbidang Subbidang '
L Analisis L] sarana Penelitian L s,:?obmf
dan Evaluasi dan Pengembangan




LAMPIRAN {X-3

PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR -: 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
' 'PUSAT PENELITIAN DAN '
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI

STRUKTUR ORGANISASI

r

BIDANG
PROGRAM

—

Subbidang
Penyiapan Rencana

Subbidang
" Analisis
dan Evaluasi

—

ENERGI
BAGIAN
TATA USAHA
1
I 1
Sul?baglan Subbagian
mum
dan Kepegawalan Keuangan
I |
BIDANG
PENYELENGGARAAN DAN AF?:&I;T%AN
SARANA PENELITIAN DAN INFORMAS!
PENGEMBANGAN
\ KELOMPOK
. l Subbidang - Subbidang JABATAN
1 Penyelenggaraan Peneliian -
dan Pengembangan Afiliasi F U N G S l O NAL
Subbidang
— Sarana Penelitlan L slei::i‘:!‘::'g
dan Pengembangan




LAMPIRAN IX-4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -
NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

BAGIAN
TATA USAHA
I
! 1
SULl’) bagian Subbagian
mum
dan Kepegawaian Keuangan
| I 1 |
BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN AFlBLI.I[I)\ASrI‘% AN
PROGRAM SARANA PENELITIAN DAN
: PENGEMBANGAN INFORMASI
| | ] KELOMPOK
Subbidang - Penyele:;::ri::: geneliﬂan - Subbidang JABATAN
Penyiapan Rencana i dan Pengembangan Afillasi FU NG S I O N AL
Subbidang Subbidang
- Analisis - Y saranaPenelitian = sl::':m"?
dan Evaluasi . -dan Pengembangan




LAMPIRAN IX-5 .
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
GEOLOGI KELAUTAN
BAGIAN
TATA USAHA
|
1 . )
s‘g’b:?r:a" Subbagian
dan Ke:'egawaian Keuangan

 — I'__'J" | 1

BIDANG BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN AFILIASI D AN
PROGRAM SARANA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN INFORMASI
‘ | KELOMPOK
‘ Subbidang -1 Pen ele: Ub:'l::: genelitian - Subbldang JABATAN
Penylapan Rencana *dan Pengembangan Afilias! FUNGSIONAL

Subbidang Subbidang
L Analisis l—- Sarana Peneiitian . s::::m?

dan Evaluasi : dan Pengembangan




LAMPIRAN X |
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

, STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL
SEKRETARIAT
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
PUSAT : PUSAT PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSAT
PENDIDIKAN SAN | KETENAGALISTRIKAN, PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHA ENERGI BARU, TERBARUKAN, PELATIHAN PELATIHAN GEOLOGI
MINYAK DAN GAS BUMI  DAN KONSERVASI ENERGI MINERAL DAN BATUBARA




LAMPIRAN X-1

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SEKRETARIAT BADAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RENCANA DAN

LAPORAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN uMum

Subbagian Subbaglan Subbaglan Subbagian
= ' Penyiapan - Administras! — 9 - Tata Usaha dan

Rencana Kerja Kepegawaian Perbendaharaan Rumah Tangga KE LOM PO K
JABATAN
— FUNGSIONAL
| Subbagian E Subbagian | Subbagian | :::u;gda?\
Keja Sama dan Informasi Pengembangan Pegawai . Kekayaan Negara Hubungan Masyarakat
Subbagian

Subbagian Pengelolaan Jabatan . Subbagian | | Subbagian

~| Evaluasi dan Laporan Fungsional dan Akuntansi Perlongkapan
Kinetja Pegawal - .




LAMPIRAN X-2 .

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MINYAK DAN GAS BUMI
BAGIAN
TATA USAHA
i
| |
Subbagian Subbagian
Kepegawaian dan Umum Keuangan
BIDANG BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN
AN PRASARANA
PROGRAM DAN KERJA SAMA EVALUASI SARANA DA o~
- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN . ‘
KELOMPOK
Subbidang ) : pefyu;:,i,?;:“n Subbidang JABATAN
- Rencana dan Program Pendidikan dan Pelatihan Kitang dan Utilitas FUNGSIONAL
. Subbidang
Subbidang : Subbidang
Kerja Sama dan Informasi Eva;::s;:‘:zﬂ:‘kan Laboratorium dan Bengkel




LAMPIRAN X-3

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR  : 18 Tahun 2010

TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN

- KONSERVASI ENERGI

BAGIAN
TATA USAHA
]
| |
Subbagian Subbagian
Kepegawaian dan Umum Keuangan
BIDANG
BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN ARANA
PROGRAM DAN KERJA SAMA : EVALUAS! STANgQiS%R'iﬁ A
. _ ' PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK
; Subbidang Subbidang JABATAN
Subbidang Penyelenggaraan Penylapan Standar
Rencana dan Program : Pendidikan dan Pelatihan : Pendidikan dan Pelatihan FUNGSIONAL
Subbidang Subbidang
Subbidang
Evaluasi Pendidikan Pengelolaan
Kerja Sama dan Informasi , dan Pelatihan Sarana dan Prasarana




TANGGAL _ :

LAMPIRAN X4
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

+ 18 Tahun 2010
22 November 2010

_ STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINERAL DAN BATUBARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MINERAL DAN BATUBARA

BAGIAN
TATA USAHA

| I

[ ]
Subbagian Subbagian
Kepegawalan dan Umum Keuangan
I 1 I |
BIDANG
. BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN
NA
PROGRAM DAN KERJA SAMA EVALUASI AN A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
: : KELOMPOK
. Subbidang Subbidang JABATAN
Subbidang Pen Penyi Stand
yelenggaraan enylapan Standar
Rencana dan Program Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatlhan FUNGSlONAL
\ Subbidang - Subbidang
Korla Se g ormasi Evaluasi Pendidikan Pengeiolaan
erja Sama dan Informas dan Pelatihan Sarana dan Prasarana




LAMPIRAN X-5
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010
STRUKTUR ORGANISASI
, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOLOGI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GEOLOGI
T — BAGIAN
: TATA USAHA
]
| |
Subbagian Subbagian
Kepegawaian dan Umum Keuangan
BIDANG BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN DAN STANDAR DAN SARANA
| rocmbiianomn | | o S sk
‘# ‘# \é
’ KELOMPOK
Subbidang Subbidang . slubbld;;?ndar JABATAN
Rencana dan Program Pen:i:rill{:l:edn:? aI’r:laa't‘lhan Pend?:!yk:n:n Pelatihan FUNGSIONAL
. Subbidang Subbidang
ot Sama dan fornas o ST




LAMPIRAN XI

- PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR * 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI

SEKRETARIAT
JENDERAL

Subbagian
Umum dan Kepegawaian

PUSAT DATA DAN .
INFORMAS’ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
BAGIAN
TATA USAHA
]
H 1
Subbagian Subbagian
Rencana dan Keuangan Hukum dan Kerja Sama
e
| | ]
BIDANG PELAVANAN DATA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI " DAN INFORMASI KAJIAN STRATEGIS
' KELOMPOK
Subbidang
] Perencanaan a P ensgu;::‘:&:‘"g ata kit ssubblda'ngE ; JABATAN
dan Penerapan ajian Strategis Energ
Teknologi lnform_asl dan Informasi FUNGS'ONAL
- Subbidang Subbidang Subbi
—{ Pengendalian dan Evaluasi L1 Penyajian Data -~ ubbidang
Teknologi Informasi dan ||£f°rmas] _ Kajlan Strategis Mineral




LAMPIRAN XII :
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR  : 18 Tahun 2010
TANGGAL : 22 November 2010

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI

SEKRETARIAT
JENDERAL

PUSATPENGELOLAAN ‘IIIIIIIIIIIIIIIII'IIII:
BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN
TATA USAHA
1
! ] ]
Subbagian Subbagian Subbagian
‘ Rencana dan Keuangan Umum dan Kepegawaian Pengelolaan .
‘ Data dan Informasi
| [ ——y

BIDANG
BIDANG | PEMINDAHTANGANAN, BIDANG
PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN, DAN PENGAMANAN DAN
BARANG MILIK NEGARA PEMANFAATAN BARANG PEMELIHARAAN
MILIK NEGARA
' KELOMPOK
Subbidang Subbidang
Penatausahaan Pemindahtanganan, | Subbidang JABATAN
Barang Millk Negara B B Barang ﬁ:ﬂ Negara Pe““ﬂm;‘;r: ge::‘"g FUNGSIONAL
Minyak dan Gas Bumi . Minyak dan Gas Bumi
Subbidang Subbidang = Subbid
Wity I L Py L omaliaraan Sarsng
Batubara, dan Unit Utama Mu:::: "3“,{‘:;::. il u‘,,';ﬂ';.m, Miik Negara






